BUPATI BAN]Z;UNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Nomor 5286);

S. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2019 Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI

KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.
14.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
Barat selaku Pencipta Arsip.

Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan
tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus
menerus.

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip Statis adalaharsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki
nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang
diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan
kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab melaksanakan
kegiatan kearsipan.

Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai satu kesatuan
yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok,
fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum
dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah
penemuan dan pemanfaatan arsip.

Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip
dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.

Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kegiatan kerahasiaan informasi arsip
berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap
kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.

Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip
berdasarkan klasifikasi keamanannya.

Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh fihak
yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan.

Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh
pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.

Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh
pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi
kepentingan pengguna arsip yang berhak.

BAB II

Bagian Kesatu

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Pasal 2

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat
diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, Rahasia, dan Sangat
Rahasia;

keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda
dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya
semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;

keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda
dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya
semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;

setiap pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten hanya dapat mengakses arsip
yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya; dan

publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang
dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
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Pasal 3

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk ke
dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu
kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu:

a. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten meliputi Bagian
Pemerintahan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi,
Bagian Hukum, dan Bagian Umum;

b. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten; dan

c. arsip dinamis dari Perangkat Daerah Kabupaten lainnya.

Pasal 4

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam
kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan
arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu
kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu:

a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Badan Kepegawaian
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten seperti personal file, hasil pertimbangan
Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan, rekam medis pegawai,

b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Unit Layanan
Pengadaan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah
Kabupaten;

c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah
Kabupaten seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal,
Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;

d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang keuangan seperti
berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan

e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi urusan kearsipan
seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 5

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam
kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, mengandung
dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu:

a. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Hukum, Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, dan Keputusan Bupati; dan

b. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Umum seperti sertifikat tanah,
rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dokumen
lainnya.

Pasal 6

Penetapan tingkat klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua

Pengamanan Arsip Dinamis

Pasal 7

Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas
pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan
ruangan, dan media simpan arsip.

Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori
terbatas di simpan pada filing cabinet, dan arsip kategori rahasia disimpan
pada lemari besi.

Pasal 8

Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit
Kearsipan dan Pengelola Arsip Aktif di Central File masing masing Unit
Pengolah.

Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di
Pusat Arsip dalam menetapkan hak akses arsip.

Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif mempunyai wewenang dan
tanggungjawab mengelola arsip di Central File dan/atau di Records Center.

Pasal 9

Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan
pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di
Records Centre dan Central File.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip

Pasal 10

Klasifikasi Keamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi
pedoman dalam pengaturan akses arsip dinamis.

Pengaturan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut:

a. Pengaturan akses arsip aktif dan arsip inaktif yang memiliki retensi
kurang dari 10 (sepuluh) tahun, dimuat dalam Standard Operasional dan
Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah
Kabupaten masing-masing; dan

b. Pengaturan akses arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (sepuluh)
tahun dimuat dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Keempat

Pengamanan fisik Arsip dan informasi Dinamis

Pasal 11

Pencipta arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan
melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun informasinya sesuai
dengan tingkat klasifikasi.

Pengamanan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat
klasifikasi dapat dilakukan dengan memparhatikan media arsip.

Bagian Kelima

Penyampaian fisik Arsip dan informasi Dinamis

Pasal 12

Penyampaian fisik arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi
arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi.

Penyampaian fisik arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi
arsip dinamis dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi.

Bagian Keenam
Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis

Pasal 13
Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi meliputi

a. Penentu Kebijakan yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat
Daerah.

b. Pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi
biasa.

c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
internal.

Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansi meliputi :

a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori
biasa/terbuka.

b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada
pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal.

c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada
pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang
sedang ditangani.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat,
Pada tanggal 22 Maret 2022

Pit. BUPATI BANDUNTG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat,
Pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12 SERI E



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tabel Pengamanan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

MEDIA
NO TINGKAT ARSIP
KLASIFIKA ARSIP KONVENSIONAL ARSIP
SI ELEKTRONIK
KEAMANA Arsip Pengguna Prasarana Arsi Pengguna Prasarana &
N & P Sarana
Sarana
Tidak ada Pengguna Tidak Back-up secara teratur Pengguna yang Tidak memerlukan
Biasa/ persyaratan dan | yang berasal memerlukan untuk tujuan pemulihan berasal dari eksternal | prasarana dan
prosedur dari eksternal |prasarana sistem dalam rangka dan internal yang sarana khusus
1. Terbuka L .
khusus. dan internal dan sarana menjamin autentisitas mempunyai hak akses
yang khusus arsip
mempunyai

hak akses




Ada Dibatasi hanya | Diperlukan 1. Back-up secara . Autentikasipenggu . Autentikasi server
persyaratan untuk penentu | tempat teratur untuk na (nama . Langkah-langkah
dan prosedur kebijakan, penyimpanan tujuanpemulihan pengguna/ keamanan
dengan pengawas yang aman sistem dalam rangka password atau ID dengan Operating
memberikan internal dan menjamin autentisitas digital) System khusus
Terbatas cap eksternal serta arsip . Penggunaanuntu atau
“TERBATAS” penegak 2. File-file elektronik k log in pada aplikasikhusus
pada fisik arSip hukum (termasuk tlngkat . Firewall dan
database)harus individual sistem- sistem
dillndungl terhadap serta prosedur-
penggunaan internal prosedur
atau oleh pihak- deteksiterhadap
pihakeksternal intrusi
1. Ada Dibatasi hanya | Lokasi aman . Back-up secara . Hanya staf yang . Langkah-langkah
persyaratan | untuk penentu | dengan akses teratur untuk ditunjuk oleh keamanan
dan kebijakan, yang terbatas tujuanpemulihan kementerian dengan Operating
prosedur pengawas sistem dalam rangka atau organisasi System khusus
rahasia internal dan menjamin autentisitas dan tingkat atau
dengan eksternal serta arsip diatasnya yang aplikasikhusus
memberika | penegak . File-file elektronik dapat . Firewall serta
Rahasia n cap hukum (termasuk database) mengakses sistem- sistem dan
“RAHASIA” harus arsip tersebut prosedur-
pa.da dilindungiterhadap . Autentikasipenggu prosedur
fisik penggunaan internal na (nama deteksiterhadap
arsip atau oleh pihak-pihak pengguna/ intrusi. Firewall
2. Tidak eksternal password atau ID adalah sistem
sembarangan digital) untuk melindungi
meletakkan . Penggunaanuntu komputer atau
arsip/ k log in pada jaringan dari
dokumen tingkat akses komputer
yang bersifat individual lain yang tidak
rahasia memiliki hak
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untuk mengakses
komputer atau
jaringan kita
Ada Dibatasi . Disimpan 1. Back-up secara teratur 1. Autentikasipenggu 1. Autentikasi server
persyaratan hanya untuk dalam zona untuk na (nama . Langkah-langkah
dan prosedur Penentu yang sangat tujuanpemulihan pengguna/passwor keamanan
rahasia Kebijakan, aman,denga sistem dalam rangka d atau IDdigital) dengan Operating
4. Sangat dengan Pengawasan, n menjamin autentisitas | 5. penggunaanuntu System khusus
Rahasia memberikan dan Penegak penelusuran arsip k log in pada atau
cap “SANGAT | Hukum jejakakses 2. File-file elektronik tingkat aplikasikhusus
RAHASI_A pada . Penerapan (termasuk database) individual _ Firewall dan
fisik arsip kebijakan harus dilindungi sistem- sistem dan
“Meja terhadap penggunaan prosedur-
harus internal atau oleh prosedur
bersih” pihak-pihak eksternal deteksiterhadap
intrusi.
Tabel Prosedur Pengiriman Informasi
TINGKAT/
NO. DERAJAT ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK
KLASIFIKASI
1 Biasa/Terbuka Tidak ada persyaratan prosedur khusus.| Tidak ada prosedur khusus.
Terbatas Amplop segel. Apabila pesan elektronik atau emaﬂ_ be_risi dafca tentar_lg_ i_nformasi
personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan
2. alamat khusus, password, dan lain-lain.

1. Menggunakan warna kertas yang

berbeda

2. Diberi kode rahasia

13

1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronikatau email.
2. Menggunakan perangkatyang dikhususkan bagi pesan elektronik




3. Rahasia . Menggunakan amplop dobel atau emailrahasia.
3. Menggunakan persandianatau kriptografi.
. Amplop segel, stempel rahasia.
. Konfirmasi tanda terima.
. Harus dikirim melalui orang yang
sudah diberi wewenang dan
tanggung jawab terhadap
pengendalian arsip/ dokumen
rahasia.
. Menggunakanwarna kertas 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesanelektronik atauemail.
yangberbeda. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik
. Menggunakanamplop atau emailrahasia.
dobelbersegel. 3. Menggunakanpersandian ataukriptografi
- Audit jeja.tk untuk setiap titik 4. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatupesan elektronik
4. Sangat Rahasia akses (misal:tandatangan). atauemail.
. Harus dikirim melalui orang yang
sudah diberi wewenang dan
tanggung jawab
terhadappengendalian
arsip/dokumen rahasia.
Tabel Pengguna yang Berhak Akses Arsip Dinamis
Tingkat Pengawas
Penentu | Pelaksana . Penegak
No. i 1 Publik &
Klasifikasi Kebijakan | Kebijakan Internal/ Hukum
Keamanan Eksternal
dan Akses
1. | Biasa/ Terbuka \ \ v
2. | Terbatas - V v




Rahasia \ - \/ - \

Sangat Rahasia \ - v - v

KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT

KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH

2 3 4 S 6 7 8 9 10

LH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

LH. 1 TATA LINGKUNGAN Unit pelaksana
urusan

lingkungan
hidup

LH. 1 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Unit pelaksana

Alam dan Lingkungan Hidup urusan

lingkungan
hidup

LH. Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan Unit pelaksana
rencana perlindungan dan pengelolaan urusan
lingkungan

LH. 1 Dokumentasi Inventarisasi N Tk. Eselon Resiko Unit pelaksana
urusan

lingkungan
hidup

LH. 2 Pedoman Inventarisasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan

lingkungan
hidup

LH. 3 Penetapan Ekoregion N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan

lingkungan
hidup
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No-. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. LH. 4 Rencana Perlindungan dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengelolaan Lingkungan Hidup urusan
(RPPLH) Nasional lingkungan
hidup
8. LH. ) Pedoman Penyusunan RPPLH N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota urusan
lingkungan
hidup
9. LH. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya
Alam
10. LH. 1 Evaluasi pemanfaatan dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pencadangan sumber daya alam urusan
lingkungan
hidup
11. LH. 2 Kebijakan pemanfaatan sumber N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
daya alam urusan
lingkungan
hidup
12. LH. Penerapan Kebijakan Wilayah dan
Sektor
13. LH. 1 Evaluasi Penerapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
14. LH. 2 Perencanaan Lingkungan Hidup N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
15. LH. Ekonomi Lingkungan
16. LH. 1 Perencanaan Evaluasi Ekonomi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
17. LH. 2 Perencanaan Internalisasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan urusan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lingkungan
hidup
18. LH. 3 Insentif dan Pendanaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan urusan
lingkungan
hidup
19. LH. 4 Dampak Lingkungan
20. LH. 1 Bimtek Dampak Lingkungan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
21. LH. 2 Penerapan Sistem Kajian Dampak N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan dalam Penilaian urusan
dokumen lingkungan lingkungan
hidup
22. LH. 3 Penerapan Sistem Kajian Dampak N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan dalam Pemeriksaan urusan
dokumen lingkungan lingkungan
hidup
23. LH. 4 Evaluasi N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
24. LH. S Tindak Lanjut Hasil Evaluasi N Staff Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
25. LH. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
26. LH. 1 Pemantauan dan Pengawasan
27. LH. 1 Industri Kimia N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
28. LH. 2 Industri Logam, Elektronika dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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No.

KODE
KLAS.

JENIS ARSIP

KLASIFIKASI KEAMANAN

SR R T B

HAK AKSES

DASAR

PERTIMBANGAN

UNIT
PENGOLAH

3

4 S 6 7

8

9

10

Mesin

urusan
lingkungan
hidup

29.

LH.

Aneka Industri

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

30.

LH.

Prasarana dan Jasa

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

31.

LH.

Pertambangan, Energi, Minyak
dan Gas

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

32.

LH.

Peternakan dan Perikanan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

33.

LH.

Perkebunan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

34.

LH.

Kehutanan dan Holtikultura

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

35.

LH.

Usaha Skala Kecil

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

36.

LH.

10

Transportasi Air dan Udara

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
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No.

KODE
KLAS.

JENIS ARSIP

KLASIFIKASI KEAMANAN

SR

R

T

B

HAK AKSES

DASAR

PERTIMBANGAN

UNIT
PENGOLAH

3

4

5

6

8

9

10

37.

LH.

11

Transportasi Darat

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

38.

LH.

12

Transportasi Kereta Api dan
Kendaraan Berat

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

39.

LH.

Evaluasi dan Pengembangan

40.

LH.

1

Industri Kimia

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

41.

LH.

Industri Logam, Elektronika dan
Mesin

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

42.

LH.

Aneka Industri

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

43.

LH.

Prasarana dan Jasa

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

44.

LH.

Pertambangan, Energi, Minyak
dan Gas

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

45.

LH.

Peternakan dan Perikanan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

46.

LH.

Perkebunan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
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KODE
KLAS.

JENIS ARSIP

KLASIFIKASI KEAMANAN

SR R T

w

HAK AKSES

DASAR

PERTIMBANGAN

UNIT
PENGOLAH

3

4 S 6 7

8

9

10

lingkungan
hidup

47.

LH.

Kehutanan dan Holtikultura

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

48.

LH.

Usaha Skala Kecil

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

49.

LH.

10

Transportasi Air dan Udara

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

50.

LH.

11

Transportasi Darat

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

S1.

LH.

12

Transportasi Kereta Api dan
Kendaraan Berat

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

52.

LH.

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DAN PERUBAHAN IKLIM

53.

LH.

1 Keanekaragaman Hayati dan

Pengendalian Kerusakan Lahan

54.

LH.

1

Pengembangan Sumber Daya
Genetik

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

55.

LH.

Pengembangan Keamanan Hayati

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

56.

LH.

Pemanfaatan Sumber Daya

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
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3

4

5

6

7

8

9

10

Genetik

urusan
lingkungan
hidup

57.

LH.

Pengelolaan Sumber Daya Genetik
/Pengembangan dan Pemanfaatan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

58.

LH.

Pemantauan dan Pengawasan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

59.

LH.

Pengembangan dan Pengelolaan
Keamanan Hayati

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

60.

LH.

Pemantauan dan Pengawasan
Keamanan Hayati

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

ol.

LH.

Pengendalian Kerusakan Lahan
Budidaya

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

62.

LH.

Lahan Non Budidaya

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

63.

LH.

Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

64.

LH.

1

Kerusakan Ekosistem Sungai

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

65.

LH.

Pengelolaan Kualitas Air Sungai

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
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KODE
KLAS.

JENIS ARSIP

KLASIFIKASI KEAMANAN
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3

4 S 6 7

8

9

10

hidup

66.

LH.

3 Pengendalian Kerusakan
Ekosistem Danau

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

67.

LH.

4 Pengelolaan Kualitas Air Danau

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

68.

LH.

5 Kerusakan Ekosistem Rawa
gambut

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

69.

LH.

6 Kerusakan EkosistemRawa bukan

gambut

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

70.

LH.

Pengendalian Kerusakan Pesisir dan
Laut

71.

LH.

1 Pencegahan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

72.

LH.

2 Penanggulangan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

73.

LH.

3 Pemulihan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

74.

LH.

Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer

75.

LH.

1 Perangkat Mitigasi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lingkungan
hidup
76. LH. 2 Laporan inventarisasi GRK N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
nasional urusan
lingkungan
hidup
77. LH. 3 Data bidang inventarisasi GRK N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup
78. LH. 4 Surat rekomendasi kepada N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
importir terdaftar dan bahan urusan
perusak ozon lingkungan
hidup
79. LH. S Hibah bantuan luar negeri terkait N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
program perlindungan lapisan urusan
Ozon lingkungan
hidup
80. LH. 6 Pengendalian Kerusakan Akibat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kebakaran Hutan dan Lahan urusan
lingkungan
hidup
81. LH. Adaptasi Perubahan Iklim
82. LH. 1 Pengembangan perangkat Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
adaptasi perubahan iklim urusan
lingkungan
hidup
83. LH. 2 Pemantauan dan evaluasi adaptasi N Unit pelaksana
perubahan iklim urusan
lingkungan
hidup
84. LH. 3 Identifikasi dan analisis N Unit pelaksana
kerentanan perubahan iklim urusan
lingkungan
hidup
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4
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6
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9

10

85.

LH.

Media Kkliring kerentananan
perubahan iklim

\/

Unit pelaksana
urusan
lingkungan
hidup

PBLS

PBL

PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH

86.

PBLS

1

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun

87.

PBLS

1

Registrasi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

88.

PBLS

Notifikasi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

89.

PBLS

Pemantauan Sektor industri

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

90.

PBLS

Pemantauan Sektor non industri

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

91.

PBLS

Evaluasi dan Tindak Lanjut
Sektor industri

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

92.

PBLS

Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor
non industri

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
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3

4

5

6

7

8

9

10

pengelola B3,
limbah dan
sampah

93.

PBLS

Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan

Berb

ahaya dan Beracun

94.

PBLS

1

Pengumpulan dan Pemanfaatan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

95.

PBLS

Pengangkutan dan Pengolahan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

96.

PBLS

Penimbunan dan Dumping

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

97.

PBLS

Notifikasi Limbah Lintas Batas

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

98.

PBLS

Rekomendasi Limbah Lintas Batas

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

99.

PBLS

Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan
Kontaminasi Limbah B3

100.

PBLS

1

Pemantauan Pertambangan,
Energi, dan Minyak dan Gas

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
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limbah dan
sampah

101.

PBLS

Pemantauan Manufaktur

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

102.

PBLS

Pemantauan Agroindustri

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

108.

PBLS

Pemantauan Prasarana, Jasa, dan
Non Institusi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

104.

PBLS

Tanggap Darurat dan Pemulihan
Kontaminasi Pertambangan,
Energi, dan Minyak dan Gas

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

105.

PBLS

Tanggap Darurat dan Pemulihan
Kontaminasi Manufaktur

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

106.

PBLS

Tanggap Darurat dan Pemulihan
Kontaminasi Agroindustri

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

107.

PBLS

Tanggap Darurat dan Pemulihan
Kontaminasi Prasarana, Jasa, dan
Non Institusi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
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KODE
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R
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3

4

5

6

7

8

9

10

limbah dan
sampah

108.

PBLS

Pengelolaan Sampah

109.

PBLS

1

Pembatasan Sampah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

110.

PBLS

Daur Ulang dan Pemanfaatan
Sampah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

111.

PBLS

Pembentukan Dewan Adipura

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

112.

PBLS

Penetapan Pemenang Adipura

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

PBLS

HUKUM LINGKUNGAN

113.

PBLS

1

Hukum Administrasi Lingkungan

114.

PBLS

1

Pengelolaan Pengaduan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

115.

PBLS

Pengembangan Pengaduan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No-. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sampah
116. PBLS 3 Penerapan hukum administrasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
lingkungan urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah
117. PBLS 4 Pengembangan hukum N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
administrasi Lingkungan urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah
118. PBLS Penyelesaian Sengketa Lingkungan
119. PBLS 1 Administrasi Gugatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyelesaian Sengketa Melalui urusan
Pengadilan pengelola B3,
limbah dan
sampah
120. PBLS 2 Gugatan Penyelesaian Sengketa Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Melalui Pengadilan urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah
121. PBLS 3 Kerugian Negara dan Masyarakat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyelesaian Sengketa Lingkungan urusan
di Luar Pengadilan pengelola B3,
limbah dan
sampah
122. PBLS 4 Lembaga Penyedia Jasa N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyelesaian Sengketa Lingkungan urusan
Hidup Penyelesaian Sengketa pengelola B3,
Lingkungan di Luar Pengadilan limbah dan
sampah
123. PBLS Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
124. PBLS 1 Administrasi Penyidikan Tk. Eselon Unit pelaksana
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urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

125.

PBLS

Pelaksanaan Penyidikan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

126.

PBLS

Koordinasi penuntutan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

127.

PBLS

Evaluasi dan tindak lanjut
Kordinasi Penuntutan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

128.

PBLS

Koordinasi Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

129.

PBLS

Perjanjian Internasional Lingkungan

130.

PBLS

1

Pendapat Hukum Proses
Pengesahan Perjanjian
Internasional

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah

131.

PBLS

Tindak Lanjut Perjanjian
Internasional

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No-. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
132. PBLS 3 Evaluasi Perjanjian Internasional Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pencemaran urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah
133. PBLS 4 Evaluasi Perjanjian Internasional Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perusakan urusan
pengelola B3,
limbah dan
sampah
KM KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
134. KM 1 Komunikasi Lingkungan
135. KM 1 Program Pengembangan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Komunikasi urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat
136. KM 2 Evaluasi Pengembangan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Komunikasi urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat
137. KM 3 Publikasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat
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138.

KM

Kampanye

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

139.

KM

Penguatan Inisiatif Masyarakat

140.

KM

1

Pengembangan dan Bimbingan
Komunitas Pendidikan Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

141.

KM

Evaluasi Komunitas Pendidikan
Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

142.

KM

Inventarisasi Kearifan Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

143.

KM

Revitalisasi Kearifan Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
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n masyarakat

144.

KM

Peningkatan Peran Masyarakat

145.

KM

1

Masyarakat Kawasan Permukiman

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

146.

KM

Masyarakat Kawasan Rentan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

147.

KM

Masyarakat Petani

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

148.

KM

Masyarakat Nelayan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

149.

KM

Peningkatan Peran Organisasi
Kemasyarakatan

150.

KM

1

Organisasi Sosial Dan Masyarakat

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
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T
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DASAR
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3

4

5

6

7

8

9

10

komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

151.

KM

Organisasi Profesi dan Dunia
Usaha

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
komunikasi
lingkungan
dan
pemeberdayaa
n masyarakat

PEMB

INAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS

152.

PS

1

Data dan Informasi Lingkungan

158.

PS

1

Pengumpulan dan Pengolahan
Data

Tk. Eselon

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

154.

PS

Manajemen Basis Data

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

155.

PS

Analisis Data dan Penyajian
Informasi

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
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KODE
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SR

R

T
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3

4

5

6

7

8

9

10

lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

156.

PS

Pengelolaan Informasi melalui
Perpustakaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

157.

PS

Pengembangan Instrumen
Layanan Informasi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

158.

PS

Pengembangan Instrumen
Analisis Data

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

159.

PS

Pengembangan Sistem Jaringan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
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KODE
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R

T

B
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3

4

5

6

7

8

9

10

kapasitas

160.

PS

Pemeliharaan Jaringan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

161.

PS

Kelembagaan Lingkungan

162.

PS

1

Pengembangan Kelembagaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

163.

PS

Tata Laksana

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

164.

PS

Fasilitasi Standar Pelayanan
Minimal Daerah Provinsi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
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KODE
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3

4

5

6

8

9

10

165.

PS

Fasilitasi Standar Pelayanan
Minimal Daerah Kabupaten/Kota

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

166.

PS

Stan

darisasi dan Teknologi

167.

PS

1

Standarisasi Perangkat
Manajemen Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

168.

PS

Standarisasi Pengujian
Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

169.

PS

Standarisasi Kompetensi Keahlian
Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

170.

PS

Standarisasi Kompetensi Lembaga

Penyedia Jasa Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
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KODE
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R
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PENGOLAH

3

4

5

6

7

8

9

10

pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

171.

PS

Pengembangan Kriteria Teknologi
Ramah Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

172.

PS

Verifikasi Teknologi Ramah
Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

173.

PS

Pusat Sarana Pengendalian Dampak
Lingkungan

174.

PS

1

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

175.

PS

Kajian Kualitas Lingkungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
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4

5

6

7

8

9

10

saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

176.

PS

3 Laboratorium Rujukan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

177.

PS

4 Laboratorium Pengujian dan
Kalibrasi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

PUS

URUSAN PERPUSTAKAAN

178.

PUS

1

DEPO

SIT BAHAN PUSTAKA

179.

PUS

1

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

180.

PUS

Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha
Rekaman

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
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3

4

5

6

7

8

9

10

lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

181.

PUS

Terbitan Badan Internasional dan
Regional

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

182.

PUS

Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

183.

PUS

Bibliografi dan Katalog

184.

PUS

1 Bibliografi Nasional
Indonesia (BNI)

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan

185.

PUS

2 Katalog Induk Nasional (KIN)

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan

186.

PUS

3 Katalog Dalam Terbitan
(KDT)

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan

187.

PUS

Pendaftaran International Standard Book
Number (ISBN)

< 21 <] 2]

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
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10

188.

PUS

Pendaftaran International Standard
Music Number (ISMN)

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

189.

PUS

PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

190.

PUS

1

Akuisisi

191.

PUS

1

Pembelian

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

192.

PUS

Hibah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

193.

PUS

Hadiah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
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194.

PUS

Tukar Menukar

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

195.

PUS

Implementasi Undang-Undang
KCKR

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

196.

PUS

Terbitan Internal

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

197.

PUS

Pendistribusian Bahan Pustaka
Surplus

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

198.

PUS

Inventarisasi Bahan Pustaka
(Buku Induk)

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
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3

4

5

6

7

8

9

10

saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

199.

PUS

Pengolahan Bahan Pustaka

Staff

Tidak beresiko

200.

PUS

Pangkalan Data Katalog Koleksi

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan

201.

PUS

Kajian Pengembangan Bahan
Perpustakaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan

202.

PUS

Pedoman Pengolahan Bahan
Perpustakaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

208.

PUS

JASA

PERPUSTAKAAAN DAN INFORMASI

204.

PUS

Keanggotaan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

205.

PUS

Sirkulasi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
KLAS. JENIS ARSIP SR R T g | TAKAKSES | pppriMBANGAN PENGOLAH

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

kapasitas

206. PUS 3 Referensi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

207. PUS 4 Alih Aksara, Alih Bahasa, dan Kajian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Naskah Nusantara urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

208. PUS 5 Kerja Sama Perpustakaan

2009. PUS 1 MoU N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

210. PUS 2 Perjanjian Kerja Sama N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
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211.

PUS

Partisipasi organisasi profesi dan
kerjasama internasional

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

212.

PUS

Pengembangan Implementasi Teknologi
Informasi Perpustakaan

213.

PUS

1

Pengembangan Situs Web

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

214.

PUS

Pengembangan Kemas Ulang
Informasi Multimedia

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

215.

PUS

Pengembangan Program Aplikasi
Perpustakaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

216.

PUS

Pengembangan Pangkalan Data

Tk. Eselon

Unit pelaksana
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT

KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

Kepustakaan Digital urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

217. PUS S Pangkalan Data Layanan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Perpustakaan urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

218. PUS 4 PRESERVASI BAHAN PUSTAKA

219. PUS 1 Konservasi

220. PUS 1 Perawatan Bahan Pustaka Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

urusan

221. PUS 2 Perbaikan Bahan Pustaka Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

urusan

222. PUS 3 Penjilidan Bahan Pustaka Tidak Unit pelaksana

beresiko urusan

223. PUS 2 Reprografi ( Mikrofilm, Reproduksi Foto ) Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

urusan

<] 21 <] =21 <2

224. PUS 3 Kurasi Digital Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan

kapasitas

225. PUS S SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN
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226.

PUS

Pengembangan Perpustakaan dan
Pengkajian Minat Baca

227.

PUS

Pengembangan Perpustakaan

228.

PUS

1

Perpustakaan Umum

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

229.

PUS

Perpustakaan Khusus

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

230.

PUS

Perpustakaan Sekolah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

231.

PUS

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
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232.

PUS

Pembakuan Perpustakaan

233.

PUS

1

Standar Nasional Perpustakaan
Umum

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

234.

PUS

Standar Nasional Perpustakaan
Khusus

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

235.

PUS

Standar Nasional Perpustakaan
Sekolah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

236.

PUS

Standar Nasional Perpustakaan
Perguruan Tinggi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

237.

PUS

Pedoman Perpustakaan Umum

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
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pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

238.

PUS

Pedoman Perpustakaan Khusus

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

239.

PUS

Pedoman Perpustakaan Sekolah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

240.

PUS

Pedoman Perpustakaan
Perguruan Tinggi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

241.

PUS

Akreditasi Perpustakaan

242.

PUS

1

Permintaan akreditasi

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
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lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

243.

PUS

Pemberian akreditasi

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

244.

PUS

Pangkalan data
perpustakaan yang
diakreditasi

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

245.

PUS

Pangkalan

Data Perpustakaan

246.

PUS

1

Nomor Pokok Perpustakaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

247.

PUS

Perpustakaan Berbasis
Wilayah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
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peningkatan
kapasitas

248.

PUS

Pengkajian Perpustakaan

249.

PUS

Pemasyarakatan Minat Baca

250.

PUS

1

Pedoman Pembudayaan
Minat Baca

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

251.

PUS

Kajian Pembudayaan Minat
Baca

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

252.

PUS

Gerakan Pembudayaan
Kegemaran Membaca

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

258.

PUS

Organisasi Perpustakaan

254.

PUS

1

Forum Perpustakaan Umum

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan

50




No.

KODE
KLAS.

JENIS ARSIP

KLASIFIKASI KEAMANAN

SR

R

T

B

HAK AKSES

DASAR

PERTIMBANGAN

UNIT
PENGOLAH

3

4

5

6

7

8

9

10

dan
peningkatan
kapasitas

255.

PUS

Forum Perpustakaan Khusus

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

256.

PUS

Forum Perpustakaan
Perguruan Tinggi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

257.

PUS

Forum Perpustakaan
Sekolah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

258.

PUS

Gerakan Pemasyarakatan
Minat Baca

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
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259.

PUS

Organisasi Perpustakaan
Lainnya

\/

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

260.

PUS

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

261.

PUS

1

Perencanaan Pendidikan dan
Pelatihan

262.

PUS

1

Perencanaan Program Diklat

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

263.

PUS

Sistem dan Metode

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

264.

PUS

Kurikulum/Silabus/Bahan
Ajar/Modul

265.

PUS

Konsultasi Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
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peningkatan
kapasitas

266.

PUS

Kerja Sama Pendidikan dan
Pelatihan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

267.

PUS

Penyelenggaraan dan Evaluasi
Pendidikan dan Pelatihan

268.

PUS

1

Fungsional Pustakawan
Tingkat Terampil

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

269.

PUS

Fungsional Pustakawan
Tingkat Ahli

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

270.

PUS

Teknis Pimpinan Lembaga
Perpustakaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
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kapasitas

271.

PUS

4 Teknis
Pustakawan/Pengelola
Perpustakaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

272.

PUS

S Teknis
Pustakawan/Pengelola
Perpustakaan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

273.

PUS

6 Evaluasi Pasca Diklat

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

274.

PUS

PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

275.

PUS

1

Sertifikasi Tenaga Perpustakaan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
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276.

PUS

Pembinaan Tenaga Perpustakaan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

277.

PUS

Penerbitan Jurnal

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

278.

PUS

Penilaian Jabatan Fungsional
Pustakawan

279.

PUS

1 Tim Penilai Instansi
(Perpustakaan Nasional)

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

280.

PUS

2 Tim Penilai Pusat

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

281.

PUS

Pemasyarakatan

Staff

Tidak beresiko
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282.

PUS

Evaluasi Tenaga Perpustakaan

\/

Staff

Tidak beresiko

283.

PUS

Pangkalan Data Tenaga
Perpustakaan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

284.

PUS

10

Pangkalan Data Tim Penilai
Pustakawan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

KH

URUSAN KEHUTANAN

285.

KH

1

PENYULUHAN

286.

KH

1 PROGRAM KERJA PENYULUHAN

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

287.

KH

2 MATERI PENYULUHAN

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

288.

KH

3 PROGRAM PENYULUHAN
KEHUTANAN

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

289.

KH

4 SARANA PENYULUHAN

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

290.

KH

S TENAGA PENYULUHAN

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
291. KH 6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
292. KH 7 PELAKSANAAN PENYULUHAN N Staff Unit pelaksana
urusan
kehutanan
293. KH 8 DISEMINASI N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
294. KH 9 EVALUASI, DESIMINASI DAN N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
LAPORAN urusan
kehutanan
295. KH PLANOLOGI KEHUTANAN
296. KH 1 PERENCANAAN KAWASAN
HUTAN
297. KH 1 Perencanaan Makro N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kawasan Hutan urusan
kehutanan
298. KH 2 Penataan Ruang Kawasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
299. KH 3 Statistik dan Jaringan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Komunikasi Data Kehutanan urusan
kehutanan
300. KH 2 PENGUKUHAN DAN
PENATAGUNAAN KAWASAN
HUTAN
301. KH 1 Pengukuhan Kawasan Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
302. KH 2 Perubahan Fungsi dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Peruntukan Kawasan Hutan urusan
kehutanan
303. KH 3 Informasi dan Dokumentasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Kawasan Hutan urusan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kehutanan
304. KH INVENTARISASI DAN
PEMANTAUAN SUMBER DAYA
HUTAN
305. KH 1 Inventarisasi Sumber Daya Tk. Eselon Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
306. KH 2 Pemantauan Sumber Daya N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
307. KH 3 Pemetaan Sumber Daya Tk. Eselon Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
308. KH 4 Jaringan Data Spasial Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
3009. KH PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
310. KH 1 Penggunaan Kawasan Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
311. KH 2 Penerimaan Negara Bukan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pajak (PNBP) Penggunaan urusan
Kawasan Hutan kehutanan
312. KH 3 Informasi Penggunaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kawasan Hutan urusan
kehutanan
313. KH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN
AREAL PEMANFAATAN HUTAN
314. KH 1 Pembentukan Wilayah N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengelolaan Hutan urusan
kehutanan
315. KH 2 Penyiapan Areal Pemantapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
kawasan Hutan urusan
kehutanan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
316. KH 3 Informasi Wilayah N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengelolaan Dan urusan
Pemanfaatan Kawasan kehutanan
Hutan
317. KH BINA USAHA KEHUTANAN
318. KH 1 HPH / HTI / ITUPHHK
319. KH 1 Data Areal HPH N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
320. KH 2 SK HPH / HTI / IUPHHK N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
321. KH 3 Kerjasama N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
322. KH 4 Pembatalan/Penolakan N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
323. KH S Perpanjangan N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
324. KH 2 MODAL DAN PERALATAN
325. KH 1 Investasi Industri N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
326. KH 2 Peralatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
327. KH 3 Tenaga Kerja N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
328. KH 4 Pemegang Saham N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS, JENIS ARSIP - = = = HAK AKSES | Loor 2 NGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
329. KH S Neraca Perusahaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
330. KH RENCANA KARYA
331. KH 1 Kesatuan Pengelolaan Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Produksi (KPHP) urusan
kehutanan
332. KH 2 Rencana Karya Pengusahaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan (RKPH) urusan
kehutanan
333. KH 3 Rencana Karya Tahunan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengusahaan Hutan (RKT) urusan
kehutanan
334. KH 4 Rencana Karya Lima Tahun N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengusahaan Hutan (RKL) urusan
kehutanan
335. KH PERPANJANGAN HPH
336. KH PRODUKSI
337. KH 1 Target Produksi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
338. KH 2 Produksi Kayu N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
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339.

KH

3 Produksi Non Kayu

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

340.

KH

INDUSTRI

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

341.

KH

1 Industri Kayu HPH

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

342.

KH

2 Industri Kayu Non HPH

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

343.

KH

3 Industri Non Kayu

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
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saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

344.

KH

PEMBANGUNAN HUTAN

TAN

AMAN INDUSTRI

Tidak beresiko

345.

KH

1

Hutan Tanaman Industri
Pulp

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

346.

KH

Hutan Tanaman Industri
Pertukangan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

347.

KH

PELANGGARAN DAN SANKSI

348.

KH

1

Pemblokiran

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas

349.

KH

Denda

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pembinaan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
350. KH 3 Pencabutan Areal N Tk. Eselon Unit pelaksana
HPH/HTI/IUPHHK urusan
pembinaan
saran teknis
lingkungan
dan
peningkatan
kapasitas
351. KH 9 PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
352. KH 1 Pola Pemanfaatan Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Produksi urusan
kehutanan
353. KH 2 Penataan Pemanfaatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan Produksi urusan
kehutanan
354. KH 3 Informasi Sumber Daya N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan Produksi urusan
kehutanan
355. KH 4 Pengembangan Investasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Usaha urusan
kehutanan
356. KH 10 PENGEMBANGAN HUTAN ALAM
357. KH 1 Penyiapan Pemanfaatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan Alam urusan
kehutanan
358. KH 2 Rencana Kerja Pemanfaatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan Alam urusan
kehutanan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
359. KH 3 Produksi Hutan Alam N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
360. KH 4 Penilaian Kinerja Usaha N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pemanfaatan Hutan Alam urusan
kehutanan
361. KH 11 PENGEMBANGAN HUTAN
TANAMAN
362. KH 1 Hutan Tanaman Industri
363. KH 2 Hutan Tanaman Rakyat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
364. KH 3 Rencana Kerja dan Produksi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan Tanaman urusan
kehutanan
365. KH 4 Penilaian Kinerja Usaha N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pemanfaatan Hutan urusan
Tanaman kehutanan
366. KH S Pembiayaan Hutan Tanaman N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
367. KH 12 IURAN KEHUTANAN DAN
PEREDARAN HASIL HUTAN
368. KH 1 Penyiapan perumusan
kebijakan, penyusunan
standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur, serta
penyiapan bimbingan teknis
dan evaluasi
369. KH 2 Peredaran Hasil Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
370. KH 3 Pengukuran dan Pengujian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hasil Hutan urusan
kehutanan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
371. KH 4 Penertiban Peredaran Hasil N Tk. Eselon Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
372. KH 13 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL HUTAN
373. KH 1 Pemolaan Pengolahan Hasil N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
374. KH 2 Pengendalian Bahan Baku N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan Industri Primer Hasil urusan
Hutan kehutanan
375. KH 3 Penilaian Kinerja Industri N Tk. Eselon Unit pelaksana
dan Pemasaran Hasil Hutan urusan
kehutanan
376. KH 14 PEMBINAAN HUTAN
377. KH 1 Pembinaan HPH N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
378. KH 2 Pembinaan TPTI N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
379. KH STANDARISASI DAN LINGKUNGAN
380. KH 1 STANDARISASI
381. KH 1 Kayu N Tidak Unit pelaksana
beresiko urusan
kehutanan
382. KH 2 Non Kayu N Tidak Unit pelaksana
beresiko urusan
kehutanan
383. KH 3 Produk N Tidak Unit pelaksana
beresiko urusan
kehutanan
384. KH 4 Proses N Tidak Unit pelaksana
beresiko urusan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
kehutanan
385. KH SARANA PENGUJIAN HASIL N Staff Tidak beresiko
HUTAN
386. KH PENGEMBANGAN
387. KH 1 Pengembangan Perusahaan Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
388. KH 2 Pengembangan Pemasaran
389. KH PEMASARAN HASIL HUTAN N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
390. KH PENGENDALIAN LINGKUNGAN
391. KH 1 Amdal di Dalam Kawasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
392. KH 2 Amdal di Luar Kawasan N Staff Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
393. KH ANGKUTAN HASIL HUTAN
394. KH 1 Sarana dan Prasarana N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
395. KH 2 Pembinaan dan Peningkatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Daya Hutan urusan
kehutanan
396. KH TATA USAHA HASIL HUTAN
397. KH 1 Tanda Pengenal Perusahaan Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
398. KH 2 Legalitas Unit Unit pelaksana
pelaksana urusan
urusan kehutanan
399. KH 3 Palu Tok Kualitas N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
urusan
kehutanan
400. KH 4 Pass Angkutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
401. KH ) Sertifikat Eksport Hasil N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hutan urusan
kehutanan
402. KH PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM
403. KH 1 KONSERVASI JENIS DAN
GENETIK
404. KH 1 Flora dan Fauna yang N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Dilindungi urusan
kehutanan
405. KH 2 Flora dan Fauna yang Tidak N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Dilindungi urusan
kehutanan
406. KH 3 Lembaga Konservasi /Kebun N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Binatang urusan
kehutanan
407. KH 4 Konvensi Keanekaragaman N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hayati urusan
kehutanan
408. KH 2 KAWASAN KONSERVASI
4009. KH 1 Cagar Alam N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
410. KH 2 Suaka Margasatwa N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
411. KH 3 Taman Wisata N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
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412.

KH

Taman Buru

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

413.

KH

Taman Nasional

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

414.

KH

Taman Hutan Raya

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

415.

KH

Hutan Lindung dan Suaka
Alam

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

416.

KH

Lahan Basah dan Konservasi
Laut

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

417.

KH

Gua/Karst

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

418.

KH

PENGAMANAN HUTAN

419.

KH

1

Pelanggaran

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

420.

KH

Bencana Alam

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

421.

KH

Kebakaran Hutan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

422.

KH

Sengketa Hutan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
kehutanan

423.

KH

Hama dan Penyakit

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kehutanan
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KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
424, KH 4 PENYIDIKAN DAN
PERLINDUNGAN HUTAN
425. KH 1 Program dan Evaluasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Penyidikan dan urusan
Perlindungan kehutanan
426. KH 2 Penyidikan dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Perlindungan Wilayah urusan
kehutanan
427. KH 3 Polisi Kehutanan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyidik Pegawai Negeri Sipil urusan
(PPNS) kehutanan
428. KH ) PEMANFAATAN JASA
LINGKUNGAN DAN WISATA
ALAM
4209. KH 1 Pengembangan Jasa N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan dan Wisata Alam urusan
kehutanan
430. KH 2 Pemanfaatan Jasa Lingku N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
431. KH 3 Pemanfaatan Wisata Alam N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
432. KH 6 BINA CINTA ALAM
433. KH 1 Cinta Alam N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
434. KH 2 Kader Konservasi Sumber N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Daya Alam urusan
kehutanan
435. KH 3 Data organisasi pencinta N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
alam dan kader konservasi urusan
SDA kehutanan
436. KH BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN

SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL
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437. KH PERBENIHAN
438. KH 1 Pemuliaan Benih N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
439. KH 2 Kebun Benih N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
440. KH 3 Tegakan Benih N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
441. KH 4 Pengadaan Benih N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
442. KH S Pengujian dan Penyimpanan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Benih urusan
kehutanan
443. KH 6 Lalu Lintas Angkutan Benih N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
444. KH 7 Pembibitan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
445. KH 8 Pengembangan Sumber N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Benih urusan
kehutanan
446. KH 9 Pengembangan Usaha N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perbenihan urusan
kehutanan
447. KH 10 | Pengendalian Peredaran N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Benih urusan
kehutanan
448. KH REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN
449. KH 1 Pemolaan Rehabilitasi Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan Lahan urusan
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kehutanan
450. KH 2 Rehabilitasi Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
451. KH 3 Rehabilitasi Lahan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
452. KH 4 Pengelolaan Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Mangrove, Hutan Pantai, urusan
Rawa,dan Gambut kehutanan
453. KH S Reklamasi Hutan dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Konservasi Tanah urusan
kehutanan
454. KH TANAMAN REBOISASI
455. KH 1 Reboisasi Lahan Kritis N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
456. KH 2 Reboisasi Areal HPH N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
4357. KH PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI (DAS)
458. KH 1 Pemolaan Pengelolaan DAS N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
459. KH 2 Pengembangan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kelembagaan Pengelolaan urusan
DAS kehutanan
460. KH 3 Teknik Pengelolaan DAS N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
461. KH 4 Evaluasi Pengelolaan DAS N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
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462. KH PERHUTANAN SOSIAL
463. KH 1 Pemolaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
464. KH 2 Pengembangan Hutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kemasyarakatan urusan
kehutanan
465. KH 3 Pengembangan Hutan Desa N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
466. KH 4 Pengembangan Hutan Hak N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan Kemitraan urusan
kehutanan
467. KH S Pengembangan Usaha N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perhutanan Sosial urusan
kehutanan
468. KH 6 Hasil Hutan Bukan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kayu/Aneka Usaha urusan
Kehutanan (HHBK/AUK) kehutanan
469. KH PENGENDALIAN PERLADANGAN
470. KH 1 Penentuan Lokasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
471. KH 2 Pemupukan Lokasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
472. KH 3 Pengelolaan Tanah N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
473. KH 4 Pemindahan Penduduk N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
474. KH S Pembuatan Sarana N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
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l l kehutanan
475. KH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEHUTANAN
476. KH 1 PERENCANAAN PROGRAM
PENELITIAN
477. KH 1 Penyusunan rencana N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
anggaran penelitian dan urusan
pengembangan kehutanan
478. KH 2 Penyusunan Rencana N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kegiatan Penelitian dan urusan
Pengembangan. kehutanan
479. KH 2 PELAKSANAAN PENELITIAN
480. KH 1 [jin Penelitian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
481. KH 2 Data Mentah Hasil Penelitian N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
482. KH 3 Analisa Hasil Penelitian N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
483. KH 4 Laporan Hasil Penelitian N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kehutanan
484. KH 3 MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN
485. KH 1 Monitoring Penelitian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
486. KH 2 Evaluasi Penelitian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
487. KH 3 Rekomendasi N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
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kehutanan
488. KH 4 DISEMINASI
489. KH 1 Publikasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kehutanan
490. KH 2 Gelar N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Teknologi/Seminar/Lokakar urusan
ya kehutanan
491. KH 3 Forum Komunikasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penelitian dan urusan
Pengembangan kehutanan
AR URUSAN KEARSIPAN
492. AR 1 Kebijakan
493. AR 1 Peraturan Daerah
494. AR 1 Pengkajian dan Pengusulan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
495. AR 2 Penyusunan Raperda N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
496. AR 3 Pembahasan Raperda dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Persetujuan Raperda urusan
kearsipan
497. AR 4 Penetapan Perda N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
498. AR S Sosialisasi Perda N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
499. AR 2 Tata Naskah Dinas
500. AR 1 Pengkajian dan pembahasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rapergub urusan
kearsipan
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S501. AR 2 Pengusulan dan Penetapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pergub urusan
kearsipan
502. AR 3 Sosialisasi Pergub tentang N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
S503. AR Klasifikasi Arsip
504. AR 1 Pengkajian dan pembahasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rapergub urusan
kearsipan
505. AR 2 Pengusulan dan Penetapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pergub urusan
kearsipan
506. AR 3 Sosialisasi Pergub tentang N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tata Naskah Dinas urusan
kearsipan
507. AR Jadwal Retensi Arsip
508. AR 1 Pengkajian dan pembahasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rapergub urusan
kearsipan
5009. AR 2 Pengusulan dan Penetapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pergub urusan
kearsipan
510. AR 3 Sosialisasi Pergub tentang N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
S11. AR Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis
S512. AR 1 Pengkajian dan pembahasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rapergub urusan
kearsipan
513. AR 2 Pengusulan dan Penetapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pergub urusan
kearsipan
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S514. AR 3 Sosialisasi Pergub tentang N Staff Tidak beresiko
Sistem Kalsifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis
S515. AR Pedoman Pengelolaan Arsip
Dinamis
S16. AR 1 Pengkajian dan pembahasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rapergub urusan
kearsipan
S517. AR 2 Pengusulan dan Penetapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pergub urusan
kearsipan
518. AR 3 Sosialisasi Pergub tentang N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pedoman Pengelolaan Arsip urusan
Dinamis kearsipan
519. AR Pedoman Pengelolaan Arsip Statis
520. AR 1 Pengkajian dan pembahasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rapergub urusan
kearsipan
521. AR 2 Pengusulan dan Penetapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pergub urusan
kearsipan
522. AR 3 Sosialisasi Pergub tentang N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pedoman Pengelolaan Arsip urusan
Statis kearsipan
523. AR Penetapan Organisasi Kearsipan
524. AR 1 Unit Pengolah N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
525. AR 2 Unit Kearsipan Perangkat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Derah urusan
kearsipan
526. AR 3 Unit Kearsipan Pemerintah N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Daerah urusan
kearsipan
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527. AR PEMBINAAN KEARSIPAN
528. AR 1 Akreditasi Kearsipan : Lembaga
Kearsipan, Unit Kearsipan,
Lembaga Penyelenggara
Kearsipan,
5209. AR 1 Proses Akreditasi Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
530. AR 2 Berkas Penetapan Sertifikasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Akreditasi urusan
kearsipan
531. AR 3 Data Base Akreditasi Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
532. AR 2 Sertifikasi Arsiparis
533. AR 1 Proses Sertifikasi Arsiparis Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
534. AR 2 Berkas Penetapan Sertifikasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Arsiparis urusan
kearsipan
535. AR 3 Data Base Sertifikasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Arsiparis urusan
kearsipan
536. AR 3 BINA ARSIPARIS
537. AR 1 Formasi Jabatan Arsiparis N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
538. AR 2 Standar Kompetensi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Arsiparis urusan
kearsipan
539. AR 3 Bimbingan Konsultasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Arsiparis urusan
kearsipan
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540. AR 4 Penilaian Arsiparis N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
541. AR ) Penyelenggaraan Pemilihan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Arsiparis Teladan urusan
kearsipan
542. AR 6 Berkas Penetapan Arsiparis N Tk. Eselon Unit pelaksana
Teladan urusan
kearsipan
543. AR 7 Data Base Arsiparis N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
544. AR Bimbingan dan Konsultasi
545. AR 1 Penerapan Sistem N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(Klasifikasi Arsip, Tata urusan
Naskah Dinas, Klasifikasi kearsipan
Akses Keamanan
546. AR 2 Penggunaan Sarana dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Prasarana Kearsipan urusan
kearsipan
547. AR 3 Unit Kearsipan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
548. AR 4 Sumberdaya Manusia N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
549. AR SUPERVISI DAN EVALUASI
550. AR 1 Perencanaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
S551. AR 2 Pelaksanaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
552. AR 3 Laporan hasil supervisi dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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Evaluasi urusan
kearsipan
553. AR 6 DATA BASE BIMBINGAN DAN N Staff Unit pelaksana
KONSULTASI DAN SUPERVISI urusan
kehutanan
554. AR 7 FASILITAS KEARSIPAN
555. AR 1 SDM Kearsipan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
556. AR 2 Prasarana dan Sarana N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
557. AR 8 LEMBAGA/UNIT KEARSIPAN
TELADAN
558. AR 1 Penyelenggaraan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
559. AR 2 Berkas Penetapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lembaga/Unit Kearsipan urusan
Teladan kearsipan
560. AR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
561. AR 1 Penciptaan
562. AR 1 Pencatatan ( Buku Agenda, N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kartu Kendali dan Lembar urusan
Pengantar/Ekspedisi) kearsipan
563. AR 2 Pendistribusian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
564. AR 2 Penggunaan Staff
565. AR 1 Pengklasifikasian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengamanan dan Akses urusan
Arsip kearsipan
566. AR 2 Peminjaman N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
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l kearsipan
567. AR Pemeliharaan
568. AR 1 Pemberkasan : Daftar arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
aktif (daftar berkas dan isi urusan
berkas) kearsipan
569. AR 2 Penataan Arsip Inaktif : N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengaturan Fisik, urusan
Pengolahan Informasi Arsip, kearsipan
Penyusunan daftar arsip
inaktif
570. AR Penyimpanan
S71. AR 3 Skema penyimpanan arsip N Tk. Eselon Unit pelaksana
aktif dan in aktif urusan
kearsipan
S572. AR 4 Pengamanan N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
573. AR Alih Media v Staff
574. AR 1 Kebijakan alih media Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
S75. AR 2 Autentikasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
S576. AR 3 Berita acara Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
S77. AR 4 Daftar arsip yang alih Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
mediakan urusan
kearsipan
S578. AR Program Arsip vital
S579. AR 1 Identifikasi N Tk. Eselon Unit pelaksana
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urusan
kearsipan
580. AR 2 Pelindungan dan Tk. Eselon Unit pelaksana
pengamanan urusan
kearsipan
581. AR 3 Penyelamatan dan Tk. Eselon Unit pelaksana
pemulihan urusan
kearsipan
582. AR Autentikasi Arsip Dinamis
583. AR 1 Pembuktian Autentisitas Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
584. AR 2 Pendapat tenaga ahli Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
585. AR 3 Pengujian Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
586. AR 4 Penetapan autentisitas arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
statis/surat pernyataan urusan
Pencipta Arsip kearsipan
587. AR Penyusutan
588. AR 1 Pemindahan Arsip Inaktif N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(Berita Acara dan Daftar urusan
Avrcin Vana Ninindahlran ) lranracinan
589. AR 2 Pemusnahan arsip yang
tidak bernilai guna
590. AR - Panitia penilai
591. AR - Penilaian panitia penilai
592. AR - Permintaan persetujuan
(Kepala ANRI, Kepala
Lembaga Kearsipan)
593. AR - Penetapan arsip yang

dimusnahkan
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594. AR - Berita Acara Pemusnahan
Arsip
595. AR - Daftar arsip yang
dimusnahkan
596. AR 3 Penyerahan arsip statis : N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
597. AR - Pembentukan Panitia
Penilai
598. AR - Notulen Rapat Panitia
599. AR - Surat pertimbangan
Panitia Penilai
600. AR - Surat persetujuan dari
Kepala Lembaga Kearsipan
601. AR - Surat pernyataan autentik,
terpercaya, utuh, dan dapat
digunakan dari pencipta
arsip
602. AR - Keputusan Penetapan
Penyerahan
603. AR - Berita Acara Penyerahan
Arsip
604. AR - Daftar arsip yang
diserahkan
605. AR 10 Data Base Pengelolaan Arsip
Dinamis
606. AR 1 Data Base Pengelolaan Arsip Tk. Eselon Unit pelaksana
Aktif urusan
kearsipan
607. AR 2 Data Base Pengelolaan Arsip Tk. Eselon Unit pelaksana
Inaktif urusan
kearsipan
608. AR Pengelolaan Arsip Statis
609. AR 1 Akuisisi
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610. AR 1 Monitoring fisik dan daftar N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
611. AR 2 Verifikasi terhadap daftar N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
arsip urusan
kearsipan
612. AR 3 Menetapkan status arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
statis urusan
kearsipan
613. AR 4 Persetujuan untuk N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyerahan urusan
kearsipan
614. AR S Penetapan arsip yang N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
diserahkan urusan
kearsipan
615. AR 6 Berita Acara Penyerahan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Arsip urusan
kearsipan
616. AR 7 Daftar arsip yang diserahkan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
617. AR Sejarah Lisan
618. AR 1 Administrasi Pelaksanaan N
Sejarah Lisan
619. AR 2 Hasil Wawancara Sejarah Tk. Eselon Unit pelaksana
Lisan : urusan
kearsipan
620. AR - Berita Acara wawancara
Sejarah Lisan
621. AR - Laporan Kegiatan
622. AR - Hasil Wawancara (Kaset
atau CD) dan transkrip
623. AR Daftar Pencarian Arsip Statis
624. AR 1 Pengumuman N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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urusan
kearsipan
625. AR 2 Akuisisi daftar pencarian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
arsip statis urusan
kearsipan
626. AR Penghargaan dan Imbalan
0627. AR Pengolahan
628. AR 1 Menata Informasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
629. AR 2 Menata Fisik N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
630. AR 3 Menyusun Sarana Bantu N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Temu Balik :Daftar Arsip urusan
Statis, Inventaris Arsip Statis kearsipan
dan
Guide
631. AR Preservasi Preventif
632. AR 1 Penyimpanan N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
633. AR 2 Pengendalian hama terpadu N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
634. AR 3 Reproduksi (Alih Media) : N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Berita Acara Alih Media dan urusan
Daftar Arsip yang kearsipan
dialihmediakan
635. AR 4 Perencanaan dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penanggulangan Bencana urusan
kearsipan
636. AR Prefentif Kuratif
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637. AR 1 Perawatan Arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
638. AR 2 Laporan hasil Pengujian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Mutu Preservasi urusan
kearsipan
639. AR 8 Autentikasi Arsip Statis
640. AR 1 Pembuktian Autentisitas N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
641. AR 2 Pendapat tenaga ahli N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
642. AR 3 Pengujian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
643. AR 4 Penetapan autentisitas arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
statis/surat pernyataa urusan
kearsipan
644. AR S Akses Arsip Statis
645. AR 1 Layanan Arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
646. AR 2 Administrasi dan proses N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
penyusunan Penerbitan urusan
Naskah Sumber kearsipan
047. AR 3 hasil naskah sumber arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
648. AR 3 Pameran arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
649. AR JASA KEARSIPAN
650. AR 1 Konsultasi Kearsipan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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urusan
kearsipan
651. AR 2 Manual Kearsipan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
652. AR 3 Penataan Arsip N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
653. AR 4 Otomasi Kearsipan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
654. AR S Penyimpanan Arsip/Dokumen N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
655. AR 6 Perawatan Arsip/Dokumen N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
656. AR 7 Data Base Jasa Kearsipan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kearsipan
657. AR Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan
658. AR 1 Pembinaan Internal
659. AR 1 Kegiatan pembinaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
terhadap Perangkat Daerah urusan
kearsipan
660. AR 2 Laporan hasil Pembinaan N Tk. Eselon Unit pelaksana
terhadap Perangkat Daerah urusan
kearsipan
661. AR 2 Pembinaan Eksternal
662. AR 1 Kegiatan pembinaan
terhadap LKD
Kabupaten/Kota, BUMD,
Orpol, Ormas, Swasta dan
Masyarakat
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0663. AR 2 Laporan Hasil Pembinaan N Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Eksternal urusan kearsipan urusan
0664. AR 3 Pengawasan Internal N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kearsipan
665. AR 1 Kegiatan pengawasan N
terhadap Perangkat Daerah
666. AR 2 Laporan Audit Kearsipan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Internal terhadap Perangkat urusan
Daerah kearsipan
667. AR 4 Pengawasan Eksternal
668. AR 1 Kegiatan pengawasan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kearsipan Eksternal urusan
terhadap LKD kearsipan
Kabupaten/Kota, BUMD,
Orpol, Ormas, Swasta dan
Masyarakat
669. AR 2 Laporan Hasil Audit N Tk. Eselon Unit pelaksana
Kearsipan Eksternal urusan
kearsipan
HM HUBUNGAN MASYARAKAT
670. HM 1 Penerangan dan Publikasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
Kemuasan
071. HM 2 Dengar pendapat/ hearing N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
Kemuasan
072. HM 3 Hubungan Antar Lembaga
673. HM 1 Forkompimda N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
Kemuasan
674. HM 2 Organisasi Kearsipan N Staff Unit pelaksana
Nasional dan Internasional urusan

87




No.

KODE
KLAS.

JENIS ARSIP

KLASIFIKASI KEAMANAN

SR

R

T

B

HAK AKSES

DASAR

PERTIMBANGAN

UNIT
PENGOLAH

3

4

5

6

7

8

9

10

Kemuasan

675.

HM

3 Instansi Vertikal

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

676.

HM

4 Organisasi Kemasyarakatan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

677.

HM

5 Perguruan Tinggi/Sekolah

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

678.

HM

6 Partai Politik

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

679.

HM

7 Swasta

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

680.

HM

8 Bakohumas

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

681.

HM

Keprotokolan

682.

HM

1 Upacara/Acara Kedinasan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

683.

HM

2 Kunjungan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

684.

HM

3 Agenda Pimpinan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

685.

HM

Dokumentasi dan Penerbitan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
Kemuasan

686.

HM

Penghargaan/Tanda Kenang-
kenangan

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
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Kemuasan
687. HM Ucapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
Kemuasan
688. HM Dokumen Hosting N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
Kemuasan
HK HUKUM
689. HK Program Legislasi
690. HK 1 Perencanaan Program N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Legislasi daerah urusan
hukum
691. HK 2 Evaluasi Program Legislasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
hukum
692. HK Produk Hukum
693. HK 1 Proses Penyusunan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Peraturan Daerah urusan
hukum
694. HK 2 Proses Penyusunan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Peraturan Bupati urusan
hukum
695. HK 3 Proses Penyusunan Tk. Eselon Unit pelaksana
Keputusan Bupati urusan
hukum
696. HK Perjanjian Kerjasama
697. HK 1 Kerjasama Dalam Negeri Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
hukum
698. HK 2 Kerjasama Luar Negeri Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
hukum
699. HK Bantuan Hukum
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700. HK 1 Bantuan Hukum Kasus N Tk. Eselon Unit pelaksana
Perdata urusan
hukum
701. HK 2 Bantuan Hukum Kasus N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pidana urusan
hukum
702. HK 3 Bantuan Hukum Kasus N Tk. Eselon Unit pelaksana
Peradilan Tata Usaha Negara urusan
hukum
703. HK Telaah Hukum
704. HK 1 Telaah Hukum Internal N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
hukum
705. HK 2 Telaah Hukum Eksternal N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
hukum
706. HK Sosialisasi Hukum Staff
707. HK Dokumentasi Hukum
708. HK 1 Kegiatan Pengembangan Unit pelaksana
Dokumentasi Hukum urusan
hukum
709. HK 2 Data Base Dokumentasi N Tk. Eselon Unit pelaksana
HUkum urusan
hukum
710. HK Hak Atas Kekayaan Intelektual Staff Tidak beresiko
711. HK Penegakan Hukum
712. HK 1 Kegiatan Penegakan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Peraturan Daerah urusan
hukum
713. HK 2 Tindak lanjut Kegiatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penegakan Hukum urusan
hukum
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714. HK 9 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
715. HK 1 Program Pengembangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
PPNS urusan
hukum
716. HK 2 Pembinaan Personal PPNS Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
hukum
TU KETATAUSAHAAN
717. TU 1 Persuratan
718. TU 1 Pengurusan Surat Masuk Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
ketatausahaan
719. TU 2 Pengurusan Surat Keluar Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
ketatausahaan
720. TU 3 Korespondensi Internal Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
urusan hukum urusan
ketatausahaan
721. TU 2 Penggandaan Surat Masuk Staff Unit pelaksana
urusan
hukum
722. TU 3 Agenda Kegiatan Staff Unit pelaksana
urusan
hukum
723. TU 4 Rapat/Rakor/Rakernis Staff Unit pelaksana
urusan
hukum
724. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
725. oT 1 Organisasi
726. OoT 1 Struktur Organisasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
ketatausahaan
727. OoT 2 Uraian Tugas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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urusan
ketatausahaan
728. oT 3 Analisis Jabatan dan Beban Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kerja urusan
ketatausahaan
729. oT 2 Hubungan / Mekanisme Kerja Staff Tidak beresiko
730. oT 3 Ketatalaksanaan Staff Tidak beresiko
PL PERLENGKAPAN
731. PL 1 Analisa Kebutuhan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
732. PL 2 Tata Ruang Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
733. PL 2 Daftar Perkenalan Mampu Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
734. PL 3 Penerimaan / Realisasi
Pengadaan
735. PL 0 Alat Tulis Kantor Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
736. PL 1 Perlengkapan Kantor Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
737. PL 2 Tanah dan Bangunan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
738. PL 3 Kendaraan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
739. PL 4 Instalasi/Jaringan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
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740. PL S Peralatan Kearsipan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
741. PL 4 Penyimpanan/pergudangan Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
742. PL S Distribusi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
743. PL 6 Pemeliharaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
744. PL 7 Inventarisasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
745. PL 8 Penghapusan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perlengkapan
746. RT KERUMAHTANGGAAN
747. RT 1 Perjalanan Dinas Pimpinan
748. RT 1 Dalam Negeri Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an
749. RT 2 Luar Negeri Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an
750. RT 2 Rapat Pimpinan
751. RT 1 Sarana dan Prasarana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an
752. RT 2 Jamuan Rapat Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
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an

753.

RT

Kantor

754.

RT

1

Pemeliharaan gedung

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

755.

RT

Perlengkapan Kantor

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

756.

RT

Air, Listrik dan
Telekomunikasi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

757.

RT

Keamanan Kantor

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

758.

RT

Kebersihan Kantor

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

759.

RT

Jamuan Tamu

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

760.

RT

Halaman dan Taman

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

761.

RT

Rumah Dinas

762.

RT

1

Pemeliharaan gedung

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
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an

763. RT 2 Perlengkapan Rumah Dinas N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

764. RT 3 Air, Listrik dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

Telekomunikasi urusan

kerumahtangg
an

765. RT 4 Keamanan Rumah Dinas N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

766. RT S Kebersihan Rumah Dinas N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

767. RT 6 Jamuan Tamu N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

768. RT 7 Halaman dan Taman N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

769. RT S Fasilitas Pimpinan

770. RT 1 Kendaraan Dinas N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an

771. RT 2 Pengawalan dan N Tk. Eselon Unit pelaksana

Pengamanan urusan

kerumahtangg
an
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772. RT 3 Telekomunikasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kerumahtangg
an
PERENCANAAN
773. PR 1 Usulan Perencanaan
774. PR 1 Aspirasi DPRD Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perencanaan
775. PR 2 Usulan langsung Masyarakat Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
On Line dan manual urusan
perencanaan
776. PR 3 Usulan Perangkat Daerah Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perencanaan
777. PR 4 Usulan Unit Kerja dalam Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perangkat Daerah urusan
perencanaan
778. PR 3 Musyawarah Perencanaan
Pembanguan (Musrenbang)
779. PR 1 Musrenbang RPJP/RPJM Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perencanaan
780. PR 2 Musrenbang RKPD Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perencanaan
781. PR 3 Forum Perangkat Daerah
782. PR 2 Pokok-Pokok Kebijakan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Strategi Pembangunan urusan
perencanaan
783. PR 1 Rencana Pembangunan Tidak Unit pelaksana Unit pelaksana
Jangka Panjang Daerah beresiko urusan urusan
(RPJPD) perencanaan
784. PR 2 Rencana Pembangunan Tidak Unit pelaksana Unit pelaksana
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Jangka Menengah Daerah beresiko urusan urusan
(RPJMD) perencanaan
785. PR 3 Rencana Strategis Perangkat Tidak Unit pelaksana Unit pelaksana
Daerah beresiko urusan urusan
perencanaan
786. PR Rencana Kerja Tahunan Unit pelaksana
urusan
perencanaan
787. PR 1 Rencana Kerja Pemerintah Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Daerah (RKPD) urusan urusan
perencanaan
788. PR 2 Rencana Kerja Perangkat Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Daerah (Renja Perangkat urusan urusan
Daerah) perencanaan
789. PR 3 Rencana Kerja Tahunan Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Unit Kerja pada Perangkat urusan urusan
Daerah perencanaan
790. PR 4 Penetapan Kinerja Pimpinan Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Perangkat Daerah urusan urusan
perencanaan
791. PR S Penetapan Kinerja Pejabat Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Esselon 3 dan Esselon 4 urusan urusan
perencanaan
792. PR Rencana Pembangunan Wilayah
Startegis
793. PR 1 Pusat Pertumbuhan Nasional Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan Regional urusan
perencanaan
794. PR 2 Metro Politan Bandung dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Bodebekkapur urusan
perencanaan
795. PR 3 Pembangunan Bagian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Wilayah urusan
perencanaan
796. PR 4 Pembangunan Tematik Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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urusan
perencanaan
797. PR ) Pembangunan Sektoral Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perencanaan
798. PR Pembangunan Daerah Perbatasan
Kabupaten Bandung Barat
799. PR 1 Kajian Rencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pembangunan Daerah urusan
Perbatasan Prov. Jawa Barat perencanaan
800. PR 2 Dokumen Perencanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pembangunan Daerah urusan
Perbatasan Prov. Jawa Barat perencanaan
801. PR 3 Kerja Sama Pembangunan Tk. Eselon Unit pelaksana
Daerah Perbatasan Prov. urusan
Jawa Barat perencanaan
802. PR Indikator Keberhasilan Unit pelaksana
Pembangunan urusan
803. PR 1 Kajian penetapan Indikator Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Keberhasilan Pembangunan urusan
perencanaan
804. PR 2 Evaluasi Capaian Indikator Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Keberhasilan Pembangunan urusan
perencanaan
805. PR Kerjasama Perencanaan
806. PR 1 Kegiatan Komite Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
807. PR 2 Rekomendasi Komite Tk. Eselon Unit pelaksana
Perencana urusan
perencanaan
808. PR 3 Kerjasama Perencanaan Tk. Eselon Unit pelaksana
dengan Perguruan Tinggi urusan
perencanaan
809. PR 4 Kerjasama Perencanaan Tk. Eselon Unit pelaksana
dengan Pemerintah Daerah urusan
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perencanaan
810. PR ) Kerjasama Perencanaan Tk. Eselon Unit pelaksana
dengan Luar Negeri urusan
perencanaan
811. PR 8 Pejabat Fungsional Perencanaan
(Perencana)
812. PR 1 Kajian Pengembangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perencana urusan
perencanaan
813. PR 2 Pembinaan Perencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perencanaan
814. PR 9 Laporan
815. PR 1 Laporan Berkala (Laporan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Triwulan dan Semesteran) urusan
perencanaan
816. PR 2 Laporan Tahunan Esselon 3 Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perencanaan
817. PR 3 Laporan Tahunan Perangkat Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Daerah urusan
perencanaan
818. PR 4 Laporan Khusus Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
perencanaan
819. PR S Progress Report Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
perencanaan
820. PR 6 Laporan Akuntabilitas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kinerja Instansi Pemerintah urusan
(LAKIP) perencanaan
821. PR 10 Evaluasi Program / Kegiatan
822. PR 1 Unit Kerja Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
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perencanaan
823. PR 2 Lembaga/Instansi Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
perencanaan
824. PR 11 Koordinasi dan sinkronisasi Staff Tidak beresiko
perencanaan pembangunan
825. PR 12 Konsultasi perencanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pembangunan urusan
perencanaan
826. PR 13 Pemantauan, evaluasi, penilaian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan pelaporan perencanaan urusan
pembangunan perencanaan
827. PR 14 Perencanaan Pendanaan Unit pelaksana
Pembangunan urusan
perencanaan
828. PR 1 Pendanaan Luar Negeri dan Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Hibah urusan urusan
perencanaan perencanaan
829. PR 2 Pendanaan Dalam Negeri Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
urusan urusan
perencanaan perencanaan
830. PR 3 Kerjasama Pembangunan Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Internasional urusan urusan
perencanaan perencanaan
831. PR 4 Surat Berharga Syariah Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Negara urusan urusan
perencanaan perencanaan
832. PR S Pendanaan On Top dan atau Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Inisiatif Baru urusan urusan
perencanaan perencanaan
833. PR 6 Corporate Social Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
Responcibility (CSR) urusan urusan
perencanaan perencanaan
PP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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834. PP Penelitian dan Pengembangan
Pemerintahan Daerah
835. PP 1 Kegiatan Penelitian dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengembangan urusan
Pemerintahan Daerah penelitian dan
pengembanaga
n
836. PP 2 Laporan Hasil Penelitian dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengembangan urusan
Pemerintahan Daerah penelitian dan
pengembanaga
n
837. PP Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi
838. PP 1 Kegiatan Penelitian dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengembangan Bidang urusan
Ekonomi penelitian dan
pengembanaga
n
839. PP 2 Laporan Hasil Penelitian dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengembangan Bidang urusan
Ekonomi penelitian dan
pengembanaga
n
840. PP Penelitian dan Pengembangan
Bidang Sosial Budaya
841. PP 1 Kegiatan Penelitian dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengembangan Bidang urusan
Sosial Budaya penelitian dan
pengembanaga
n
842. PP 2 Laporan Hasil Penelitian dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengembangan Bidang urusan
Sosial Budaya penelitian dan
pengembanaga
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843. PP 4 Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ilmu pengetahuan dan
Teknologi
844. PP 1 Kegiatan Penelitian dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengembangan Bidang Ilmu urusan
Pengetahuan dan Teknologi penelitian dan
pengembanaga
n
845. PP 2 Laporan Hasil Penelitian dan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengembangan Bidang Ilmu urusan
Pengetahuan dan Teknologi penelitian dan
pengembanaga
n
846. PP S Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
847. PP 1 Kegiatan Penelitian dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengembangan Teknologi urusan
Tepat Guna penelitian dan
pengembanaga
n
848. PP 2 Laporan Hasil Penelitian dan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengembangan Teknologi urusan
Tepat Guna penelitian dan
pengembanaga
n
849. PP 3 Pemasyarakatan Hasil N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penelitian dan urusan
Pengembangan Teknologi penelitian dan
Tepat Guna pengembanaga
n
850. PP 6 Kerjasama Penelitian dan
Pengembangan
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851. PP 1 Kerjasama Penelitian dan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengembangan Antar urusan
Pemerintah Daerah penelitian dan
pengembanaga
n
852. PP 2 Kerjasama Penelitian dan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengembangan Dengan urusan
Peguruan Tinggi penelitian dan
pengembanaga
n
853. PP 3 Kerjasama Penelitian dan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengembangan dengan urusan
Swasta dan Masyarakat penelitian dan
pengembanaga
n
854. PP 4 Dewan Research Daerah Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penelitian dan
pengembanaga
n
855. PP Hasil Penelitian dan
Pengembangan
856. PP 1 Data Base Hasil Penelitian N Tk. Eselon Unit pelaksana
dan Pengembangan urusan
penelitian dan
pengembanaga
n
857. PP 2 Publikasi Hasil Penelitian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan Pengembangan urusan
penelitian dan
pengembanaga
n
858. PP 3 Penerbitan jurnal Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penelitian dan
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pengembanaga
n
859. PP 8 Pengembangan Inovasi Daerah
860. PP 1 Bantuan Penelitian dan Staff Unit pelaksana
Pengembangan Potensi urusan
Daerah
861. PP 2 Penghargaan Inovasi Daerah Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penelitian dan
pengembanaga
n
862. PP 9 Sumberdaya Manusia Penelitian
dan Pengembangan
863. PP 1 Pengembangan Sumberdaya Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Manusia Penelitian dan urusan
Pengembangan penelitian dan
pengembanaga
n
864. PP 2 Pembinaan Peneliti Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penelitian dan
pengembanaga
n
PW PENGAWASAN
865. PW 1 Rencana Kegiatan Pengawasan
866. PW 1 Rencana Kegiatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengawasan Tahunan urusan
pengawasan
867. PW 2 Rencana Kegiatan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengawasan Khusus urusan
pengawasan
868. PW 2 Pengawasan Tahunan Tk. Eselon
869. PW 1 Kegiatan Audit Keuangan Staff Unit pelaksana
dan Kinerja Tahun Berjalan urusan
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pengawasan
870. PW 2 Laporan Hasil Audit N Tk. Eselon Unit pelaksana
Keungan dan Kinerja Tahu urusan
Berjalan pengawasan
871. PW 3 Tindak Lanjut Hasil Audit N Staff Unit pelaksana
urusan
pengawasan
872. PW Pengawasan Khusus
873. PW 1 Kegiatan audit khusus N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pengawasan
874. PW 2 Laporan Hasil Audit Khusus N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pengawasan
875. PW 3 Tindak Lanjut Hasil Audit N Tk. Eselon Unit pelaksana
Khusus urusan
pengawasan
876. PW Pengaduan Masyarakat
877. PW 1 Pusat Pengaduan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Masyarakat urusan
pengawasan
878. PW 2 Penanganan / Tindak lanjut N Tk. Eselon Unit pelaksana
atas Pengaduan Masyarakat urusan
pengawasan
879. PW 3 Evaluasi Penanganan / Staff Unit pelaksana
Tindak Lanjut urusan
pengawasan
880. PW Pengawasan Melekat
881. PW 1 Sosialisasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pengawasan
882. PW 2 Kegiatan Pengawasan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Melekat urusan
pengawasan
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883. PW 3 Evaluasi Kegiatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengawasan Melekat urusan
pengawasan
884. PW Pemantauan
885. PW 1 Pemantauan pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
kegiatan/program urusan
pengawasan
886. PW 2 Pemantauan Tindak Lanjut Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Laporan Hasil Pengawasan urusan
(TLLHP) pengawasan
887. PW 3 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pengawasan
888. PW Sumberdaya Manusia
Pengawasan (Auditor)
889. PW 1 Pengembangan Sumberdaya Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Manusia Pengawasan urusan
pengawasan
890. PW 2 Pembinaan Auditor Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pengawasan
891. PW Pengembangan Akuntabilitas
Publik
892. PW 1 Desk Akuntabilitas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pengawasan
893. PW 2 Penyusunan Laporan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Akuntabilitas Instansi urusan
Pemerintah pengawasan
894. PW 3 Pemantauan Akuntabilitas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Instansi Pemerintah urusan
pengawasan
895. PW 4 Evaluasi Laporan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Akuntabilitas Instansi urusan
Pemerintah pengawasan
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KU KEUANGAN
896. KU 1 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN
897. KU 1 Penyusunan Prioritas Plafon
Anggaran (PPA)
898. KU 1 Kebijakan Umum, Strategi, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Prioritas dan Renstra urusan
keuangan
899. KU 2 Dokumen Rancangan Tk. Eselon Unit pelaksana
Kebijakan Umum Anggaran urusan
(KUA) yang telah dibahas keuangan
bersama antara DPRD dan
Pemda
900. KU 3 KUA beserta Nota Tk. Eselon Unit pelaksana
Kesepakatanny urusan
keuangan
901. KU 4 Dokumen Rancangan Tk. Eselon Unit pelaksana
Prioritas Plafon Anggaran urusan
Sementara (PPAS) keuangan
902. KU S Nota Kesepakatan PPA Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
903. KU 6 Prioritas Plafon Anggaran Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
904. KU T e
905. KU 2 Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD)
906. KU 1 Dokumen Pedoman Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

Penyusunan RKA-SKPD yang
telah disetujui Sekretaris
Daerah

urusan
keuangan
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907. KU 2 Dokumen RKA-SKPD Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
908. KU B
909. KU Penyampaian Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan
910. KU 1 Pengantar Nota Keuangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pemerintah dan Rancangan urusan
Peraturan Daerah RAPBD: keuangan
911. KU 2 Hasil Pembahasan Rencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Anggaran Pendapatan dan urusan
Belanja Daerah (RAPBD) oleh keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan
Pemerintah Daerah
912. KU 3 Dokumen Persetujuan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
bersama antara DPRD dan urusan
Kepala Daerah tentang keuangan
Raperda APBD
913. KU 4 Dokumen Rancangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penjabaran APBD beserta urusan
Lampirannya keuangan
914. KU ) Penyampaian Permohonan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Evaluasi kepada Menteri urusan
Dalam Negeri tentang RAPBD keuangan
beserta penjabarannya
915. KU 6 Hasil Evaluasi Menteri Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Dalam Negeri tentang RAPBD urusan
keuangan
916. KU 7 Penetapan Perda APBD oleh Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Bupati beserta urusan
Penjabarannya keuangan
917. KU 8 Peraturan Daerah (PERDA) Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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tentang APBD urusan
keuangan
918. KU Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan (RAPBD-P)
919. KU 1 Kebijakan Umum, Strategi, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Prioritas dan Renstra urusan
Perubahan (RKPD dan Renja keuangan
Perangkat Daerah)
920. KU 2 Dokumen Rancangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kebijakan Umum Anggaran urusan
(KUA) yang telah dibahas keuangan
bersama antara DPRD dan
Pemda
921. KU 3 KUA Perubahan beserta Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Nota Kesepakatannya urusan
keuangan
922. KU 4 Dokumen Rancangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Prioritas Plafon Anggaran urusan
Sementara (PPAS) Perubahan keuangan
923. KU S Nota Kesepakatan Prioritas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Plafon Anggaran Perubahan urusan
keuangan
924. KU 6 Prioritas Plafon Anggaran Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perubahan urusan
keuangan
925. KU Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) Perubahan
926. KU 1 Dokumen Pedoman Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyusunan RKA-SKPD urusan
Perubahan yang telah keuangan
disetujui Sekretaris
Daerah
927. KU 2 Dokumen RKA-SKPD Tk. Eselon Unit pelaksana
Perubahan urusan
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keuangan
928. KU Penyampaian Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan kepada Dewan

929. KU 1 Pengantar Nota Keuangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pemerintah dan Rancangan urusan
Peraturan Daerah RAPBD keuangan
Perubahan : Nota Keuangan
Pemerintah dan Materi
RAPBD

930. KU 2 Hasil Pembahasan Rencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Anggaran Pendapatan dan urusan
Belanja Daerah (RAPBD) keuangan
Perubahan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan Pemerintah
Daerah

931. KU 3 Dokumen Persetujuan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
bersama antara DPRD dan urusan
Kepala Daerah tentang keuangan
Raperda APBD Perubahan

932. KU 4 Dokumen Rancangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penjabaran APBD beserta urusan
Lampirannya keuangan

933. KU S Penyampaian Permohonan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Evaluasi kepada Menteri urusan
Dalam Negeri tentang RAPBD keuangan
Perubahan beserta
penjabarannya

934. KU 6 Hasil Evaluasi Menteri Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Dalam Negeri tentang RAPBD urusan
Perubahan keuangan

935. KU 7 Penetapan Perda APBD Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perubahan oleh Bupati urusan
beserta Penjabarannya keuangan

110




KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
936. KU 8 Peraturan Daerah (PERDA) Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
tentang APBD Perubahan urusan
keuangan
PENYUSUNAN ANGGARAN
937. KU 1 Hasil Musyawarah Rencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pembangunan (Musrenbang) urusan
Kecamatan keuangan
938. KU 2 Hasil Musyawarah Rencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pembangunan (Musrenbang) urusan
Kabupaten/Kota keuangan
939. KU 3 Rancangan Dokumen N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pelaksanaan Anggaran (RDPA) urusan
SKPD yang telah disetujui keuangan
Sekretaris
940. KU 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran N Tk. Eselon Unit pelaksana
(DPA) SKPD yang telah disahkan urusan
oleh Pejabat Pengelola keuangan
941. KU 3 PELAKSANAAN ANGGARAN Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
942. KU 1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM N Tk. Eselon Unit pelaksana
dan SP2D): UP, GU, TU, LS urusan
keuangan
943. KU 2 Pendapatan Asli Daerah Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
944. KU 1 Surat Setoran Pajak (SSP) N Unit pelaksana
Daerah Pajak Kendaraan urusan
Bermotor keuangan
945. KU 2 Surat Setoran Pajak (SSP) N Unit pelaksana
Daerah Pajak Bea Balik urusan
Nama Kendaraan Bermotor keuangan
(BBNKB)
946. KU 3 Surat Setoran Pajak (SSP) N Unit pelaksana
Daerah Pajak Bahan Bakar urusan
Kendaraan Bermotor keuangan
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(PBBKB)
947. KU 4 Surat Setoran Pajak (SSP) Unit pelaksana
Daerah Pajak Air Permukaan urusan
keuangan
948. KU S Surat Setoran Pajak (SSP) Tk. Eselon Unit pelaksana
Daerah Pajak Rokok urusan
keuangan
949. KU 6 Surat Ketetapan Retribusi Tk. Eselon Unit pelaksana
Daerah urusan
keuangan
950. KU 7 Bukti Pembayaran Retribusi Tk. Eselon Unit pelaksana
Jasa Umum urusan
keuangan
951. KU 8 Bukti Pembayaran Retribusi Tk. Eselon Unit pelaksana
Jasa Usaha urusan
keuangan
952. KU 9 Bukti Pembayaran Retribusi Tk. Eselon Unit pelaksana
Perijinan Tertentu urusan
keuangan
953. KU 10 | Bukti Pembayaran Retribusi Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengendalian Lalu Lintas urusan
keuangan
954. KU 11 | Bukti Pembayaran Retribusi Tk. Eselon Unit pelaksana
Perpanjangan Ijin urusan
Mempekerjakan Tenaga keuangan
Kerja Asing
(IMTA)
955. KU 12 | Bukti Penerimaan Jasa Tk. Eselon Unit pelaksana
Layanan Kesehatan urusan
Masyarakat keuangan
956. KU 13 | Dokumen Rasionalitas Hasil Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengelolaan Kekayaan urusan
Daerah keuangan
957. KU 14 | Bukti Penerimaan SKPD dari Tk. Eselon Unit pelaksana
Badan Layanan Umum urusan
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keuangan
958. KU 15 | Bukti Penerimaan dari Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengelolaan Dana Bergulir urusan
keuangan
959. KU 16 | Bukti Penerimaan Bunga Tk. Eselon Unit pelaksana
dan atau jasa Giro pada urusan
bank keuangan
960. KU Dokumen Penerimaan Dana
Perimbangan
961. KU 1 Dana Bagi Hasil yang Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Bersumber dari Pajak dan urusan
Bukan Pajak keuangan
962. KU 2 Dana Bagi Hasil Untuk Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kabupaten /Kota urusan
keuangan
963. KU 3 Dana Alokasi Umum (DAU) Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
964. KU 4 Daerah yang Menerima DAU Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
965. KU S Dana Alokasi Khusus (DAK) Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
966. KU Dokumen Penerimaan Lain-lain Staff
Pendapatan yang Sah
967. KU 1 Alokasi Dana Penyesuaian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
968. KU 2 Dana Otonomi Khusus dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Bantuan Operasional urusan
Sekolah keuangan
969. KU 3 Bagi Hasil Pajak dari Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pemerintah Pusat urusan
keuangan
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970. KU 4 Bantuan Keuangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pemerintah Pusat urusan
keuangan
971. KU ) Penerimaan Hibah Yang Tidak Unit pelaksana Unit pelaksana
Bersumber dari APBN, beresiko urusan keuangan urusan
Pemerintah Daerah Lainnya keuangan
atau
Sumbangan Pihak Ketiga
972. KU S Surat Setoran Bukan Pajak Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(SSBP) urusan
keuangan
973. KU 6 Penerimaan Sisa Lebih Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perhitungan Anggaran (SiLPA) urusan
keuangan
974. KU 7 Dokumen Pengelolaan Barang Tk. Eselon Unit pelaksana
Milik Negara/Daerah urusan
keuangan
975. KU 8 Dokumen Piutang Daerah Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
976. KU 9 Dokumen Pengelolaan Investasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
977. KU 10 Dokumen Belanja Langsung Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
978. KU 1 Belanja Pegawai Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
urusan urusan
keuangan
979. KU 2 Belanja Barang Jasa Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
urusan urusan
keuangan
980. KU 3 Belanja Modal Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
urusan urusan
keuangan
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981. KU 11 Dokumen Belanja tidak langsung Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
982. KU 1 Pegawai N Tidak Unit pelaksana
beresiko urusan
983. KU 2 Hibah N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
984. KU 3 Belanja Bagi Hasil N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
985. KU 4 Subsidi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
986. KU S Bunga N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
987. KU 6 Bantuan Sosial N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
988. KU 7 Bantuan Keuangan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pemerintah Pusat urusan
989. KU 8 Belanja Tidak Terduga N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
990. KU Pembiayaan Daerah
991. KU 1 Bukti Penerimaan Pembiayaan
992. KU 1 SiLPA Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
993. KU 2 Dana Cadangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
994. KU 3 Dana Bergulir Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
995. KU 4 Pinjaman Daerah Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
996. KU S Pengalihan Piutang PBB P2 Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
menjadi PAD urusan
keuangan
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997. KU 2 Bukti Pengeluaran Pembiayaan
998. KU 1 Investasi Jangka Panjang Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Dalam Bentuk Dana Bergulir urusan
keuangan
999. KU 2 Penyertaan Modal Pada Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
BUMD urusan
keuangan
1000. KU 3 Penambahan Penyertaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Modal pada BUMD urusan
keuangan
1001. KU 4 Pengeluaran Dari Dana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Cadangan urusan
keuangan
1002. KU S Pembiayaan Bagi Usaha Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Masyarakat Kecil dan urusan
Menengah (UMKM) keuangan
1003. KU 6 Penyertaan Modal Pada Bank Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perkreditan Rakyat (BPR) urusan
Milik Pemda keuangan
1004. KU Dokumen Penatausahaan Keuangan
1005. KU 1 Surat Penyediaan Dana (SPD) Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1006. KU 2 Surat Permohonan Pembayaran Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(SPP) urusan
keuangan
1007. KU 3 Surat Perintah Membayar (SPM) Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1008. KU 4 Surat Perintah Pencairan Dana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(SP2D) urusan
keuangan
1009. KU Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
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1010. KU 1 Buku Kas Umum (BKU) Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1011. KU 2 Buku Kas Pembantu (BKP) Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1012. KU 3 Ringkasan Perincian Pengeluaran Tk. Eselon Unit pelaksana
Objek urusan
keuangan
1013. KU 4 Rekening Koran Bank Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1014. KU S Pertanggungjawaban Fungsional Tk. Eselon Unit pelaksana
dan Administrasi urusan
keuangan
1015. KU 6 Bukti Penyetoran Pajak Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1016. KU 7 Register Penutupan Kas Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1017. KU 8 Berita Acara Pemeriksaan Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1018. KU 9 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Tk. Eselon Unit pelaksana
Neraca, Catatan Atas Laporan urusan
Keuangan (CalLK), Arsip keuangan
10109. KU 10 Laporan Pendapatan Negara Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1020. KU 11 Laporan Keadaan Kredit Anggaran Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1021. KU Daftar Gaji
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1022. KU 8 Kartu Gaji
1023. KU 9 Data Rekening Bendahara Umum Tk. Eselon Unit pelaksana
Daerah (BUD) urusan
keuangan
1024. KU 10 Laporan Keuangan Tahunan
1025. KU 1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1026. KU 2 Neraca Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1027. KU 3 Laporan Arus Kas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1028. KU 4 Catatan atas Laporan Keuangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(CaLK) urusan
keuangan
1029. KU 11 BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI
1030. KU 1 Permohonan Pinjaman Luar Tk. Eselon Unit pelaksana
Negeri (Blue Book) urusan
keuangan
1031. KU 2 Dokumen Kesanggupan Negara Tk. Eselon Unit pelaksana
Donor untuk Membiayai (Green urusan
Book ) keuangan
1032. KU 3 Dokumen Memorandum of Tk. Eselon Unit pelaksana
Understanding (MoU), dan urusan
Dokumen Sejenisnya keuangan
1033. KU 4 Dokumen Loan Agreement (PHLN) Tk. Eselon Unit pelaksana
seperti : Draft Agreement, Legal urusan
Opinion , Surat Menyurat keuangan
1034. KU S Alokasi dan Relokasi Penggunaan Staff Unit pelaksana
Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan urusan
Luncuran Dana keuangan
1035. KU 6 Aplikasi Penarikan Dana BLN
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berikut Lampirannya
1036. KU 1 Reimbursement Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1037. KU 2 Direct Payment/Transfer Tk. Eselon Unit pelaksana
Procedure urusan
keuangan
1038. KU 3 Special Commitment/ L/C Tk. Eselon Unit pelaksana
Opening urusan
keuangan
1039. KU 4 Special Account/Imprest Tk. Eselon Unit pelaksana
Fund urusan
keuangan
1040. KU 7 Dokumen Otorisasi Penarikan Tk. Eselon Unit pelaksana
Dana (Payment Advice) urusan
keuangan
1041. KU 8 Dokumen Realisasi Pencairan Tk. Eselon Unit pelaksana
Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : urusan
Surat Perintah Pencairan keuangan
1042. KU 9 Replenishment (permintaan Tk. Eselon Unit pelaksana
penarikan dana dari negara urusan
donor) meliputi antara lain : No keuangan
1043. KU 10 Staff Appraisal Report Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1044. KU 11 Report/Laporan yang terdiri dari :
1045. KU 1 Progress Report Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1046. KU 2 Monthly Report Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1047. KU 3 Quarterly Report Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
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keuangan
1048. KU 12 Laporan Hutang Daerah :
1049. KU 1 Laporan Pembayaran Hutang Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Daerah urusan
keuangan
1050. KU 2 Laporan Posisi Hutang Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Daerah urusan
keuangan
1051. KU 13 Completion Report/Annual Report N Tk. Eselon
1052. KU 14 Ketentuan/Peraturan yang
Menyangkut Bantuan/Pinjaman
Luar Negeri
1058. KU 12 PENGELOLAAN APBD/DANA
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
(PHLN)
1054. KU 1 Keputusan Kepala Daerah tentang
Penetapan:
1055. KU 1 Kuasa Pengguna Anggaran Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1056. KU 2 Kuasa Pengguna Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Barang/Jasa urusan
keuangan
1057. KU 3 Pejabat Pembuat Komitmen Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1058. KU 4 Pejabat Pembuat Daftar Gaji Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1059. KU S Pejabat Penandatanganan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
SPM urusan
keuangan
1060. KU 6 Bendahara Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penerimaan/Pengeluaran urusan
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keuangan
1061. KU 7 Pengelola Barang Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1062. KU 8 Berita Acara Serah Terima Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Jabatan urusan
keuangan
1063. KU 13 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH (SAKD)
1064. KU 1 Manual Implementasi Sistem Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Akuntansi Keuangan Daerah urusan
(SAKD) keuangan
1065. KU 2 Kebijakan Akuntansi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
keuangan
1066. KU 3 Arsip Data Komputer dan Berita Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Acara Rekonsiliasi urusan
keuangan
1067. KU 4 Laporan Realisasi Anggaran dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Neraca urusan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran keuangan
1068. KU 14 PENYALURAN ANGGARAN TUGAS
PEMBANTUAN
1069. KU 1 Penetapan Pemimpin Tk. Eselon Unit pelaksana
Proyek/Bagian Proyek, urusan
Bendahara, atas Penggunaan keuangan
Anggaran Kegiatan
1070. KU 2 Berkas Permintaan Pembayaran
(SPP) dan lampirannya
1071. KU 1 SPP-SPP-Daftar Perincian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

Penggunaan SPPR-SPDR-L,
SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro,
SPM Nihil

urusan
keuangan
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1072. KU 2 Penagihan/Invoice, Faktur Tk. Eselon Unit pelaksana
Pajak, Bukti Penerimaan urusan
Kas/Bank beserta Bukti keuangan
Pendukungnya a.l. : Copy
Faktur Pajak dan Nota Kredit
Bank
1073. KU 3 Permintaan Pelayanan Tk. Eselon Unit pelaksana
Jasa/Service Report dan urusan
Berita Acara Penyelesaian keuangan
Pekerjaan
1074. KU Buku Rekening Bank Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1075. KU Keputusan Pembukuan Rekening Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1076. KU Pembukuan anggaran terdiri dari : Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1077. KU 1 Buku Kas Umum (BKU), Unit pelaksana
urusan
keuangan
1078. KU 2 Buku Pembantu Unit pelaksana
urusan
keuangan
1079. KU 3 Register dan Buku Unit pelaksana
Tambahan urusan
keuangan
1080. KU 4 Daftar Pembukuan Selama Unit pelaksana
rekening masih aktif urusan
keuangan
1081. KU S Pencairan/Pengeluaran Unit pelaksana
(DPP) urusan
keuangan
1082. KU 6 Daftar Pembukuan Unit pelaksana
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Pencairan/Pengeluaran urusan
(DPP) keuangan
1083. KU 7 Daftar Himpunan Pencairan Unit pelaksana
(DHP) urusan
keuangan
1084. KU 8 Rekening Koran Unit pelaksana
urusan
keuangan
1085. KU 15 PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS
PEMBANTUAN
1086. KU 1 Berkas Penerimaan Keuangan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pelaksanaan dan Tugas urusan
Pembantuan Termasuk Dana Sisa keuangan
atau
1087. KU 2 Berkas Penerimaan Pajak Tk. Eselon Unit pelaksana
termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, urusan
dan PPn, dan Denda keuangan
1088. KU 16 PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU
1089. KU 1 Penyusunan Anggaran Pilkada
dan Biaya Bantuan Pemilu dari
APBD
1090. KU 1 Kebijakan Keuangan Pilkada Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan Penyusunan Anggaran urusan
Bantuan Pemilu keuangan
1091. KU 2 Peraturan/Pedoman/Standa Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
r Belanja Pegawai, Barang urusan
dan Jasa, Operasional dan keuangan
Kontingensi untuk Biaya
Pilkada dan Bantuan Pemilu
1092. KU 3 Bahan Usulan Rencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

Kegiatan dan Anggaran
(RKA) Pilkada KPUD dan
Panwasda

Provinsi, PPK, PPS, KPPS
dan Permohonan Pengajuan

urusan
keuangan
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RKA KPUD dan Panwas
1093. KU 4 Berkas Pembahasan RKA Tk. Eselon Unit pelaksana
Pilkada dan Bantuan Pemilu urusan
keuangan
1094. KU S Rencana Anggaran Satuan Tk. Eselon Unit pelaksana
Kerja (RASK) Pilkada dan urusan
Bantuan Pemilu Provinsi keuangan
1095. KU 6 Dokumen Rancangan Tk. Eselon Unit pelaksana
Anggaran Satuan Kerja urusan
(DRASK) Pilkada KPUD dan keuangan
Panwas
Provinsi dan Bantuan Biaya
Pemilu dari APBD
1096. KU 7 Berkas Pembentukan Dana Tk. Eselon Unit pelaksana
Cadangan Pilkada urusan
keuangan
1097. KU 8 Bahan Rapat Rancangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Peraturan Daerah tentang urusan
Pilkada, dan Bantuan Biaya keuangan
Pemilu dari APBD
1098. KU 9 Nota Persetujuan DPRD Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
tentang Perda APBD Pilkada urusan
dan Bantuan Biaya Pemilu keuangan
dari
APBD
1099. KU 10 PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA
DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN
PEMILU
1100. KU 1 Berkas Penetapan Bendahara dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Atasan Langsung Bendahara urusan
KPUD, Bendahara Panwasda keuangan
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1101. KU 2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Tk. Eselon Unit pelaksana
Pembayaran Pengadaan Jasa, urusan
Bunga, Pelaksanaan keuangan

1102. KU 3 Berkas Setor Sisa Dana Tk. Eselon Unit pelaksana
Pilkada/Pemilu termasuk Setor urusan
Komisi Pengadaan Barang/Jasa, keuangan
Rabat,

1103. KU 4 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Tk. Eselon Unit pelaksana
termasuk diantaranya Bukti urusan
Transfer Bank keuangan

1104. KU S Pedoman Dokumen Penyediaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pembiayaan Kegiatan Operasional urusan
(PPKO) Pemilu termasuk keuangan

1105. KU 11 PELAKSANAAN ANGGARAN

OPERASIONAL PEMILU

1106. KU 1 Dokumen Penyediaan Pembiayaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kegiatan Operasional (PPKO) urusan
Pemilu termasuk keuangan

1107. KU 2 Berkas Penetapan Bendahara dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Atasan Langsung Bendahara urusan
KPUD Provinsi, Panwasda dan keuangan

1108. KU 3 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
ke PPK, PPS dan KPPS termasuk urusan
diantaranya Bukti Transfer keuangan

1109. KU 12 PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

KEUANGAN DAERAH

1110. KU 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pemeriksa Keuangan Republik urusan
Indonesia atas Laporan keuangan

1111. KU 2 Hasil Pengawasan dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pemeriksaan Internal urusan

keuangan

1112. KU 3 Laporan Aparat Pemeriksa Tk. Eselon Unit pelaksana

Fungsional: urusan
keuangan
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1113. KU 1 LHP (Laporan Hasil Tk. Eselon Unit pelaksana
Pemeriksaan) urusan
keuangan
1114. KU 2 MHP (Memorandum Hasil
Pemeriksaan)
1115. KU 3 Tindak Lanjut/ Tanggapan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
LHP urusan
keuangan
1116. KU 4 Dokumen Penyelesaian Kerugian
Daerah:
1117. KU 1 Tuntutan Perbendaharaan Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
1118. KU 2 Tuntutan Ganti Rugi Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
keuangan
KP URUSAN KEPEGAWAIAN
11109. KP 1 Formasi Pegawai
1120. KP 1 Usulan dari Unit Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kerja/SKPD,disertai analisa urusan
Jabatan dan Beban Kerja kepegawaian
1121. KP 2 Usulan Permintaan Formasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
kepada Menpan dan RB dan urusan
Kepala BKN kepegawaian
1122. KP 3 Persetujuan Menpan dan RB Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1123. KP 4 Penetapan Formasi PNS Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1124. KP S Penetapan Formasi Khusus Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1125. KP 2 Pengadaan Pegawai
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1126. KP Proses Penerimaan Pegawai
1127. KP a Pengumuman Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1128. KP b Seleksi Administrasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1129. KP c Pemanggilan Peserta Test Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1130. KP d Pelaksanaan Ujian Tertulis Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1131. KP e Keputusan Hasil Ujian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1132. KP f Wawancara Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1133. KP Penetapan Pengumuman Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kelulusan urusan
kepegawaian
1134. KP Berkas Lamaran yang tidak Tk. Eselon Unit pelaksana
diterima urusan
kepegawaian
1135. KP Nota Usul dan Kelengkapan Tk. Eselon Unit pelaksana
Penetapan NIP : urusan
kepegawaian
1136. KP a Surat Lamaran Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1137. KP b ljazah Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
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1138. KP c SKCK Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
11309. KP d Kartu Kuning Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1140. KP e Surat Keterangan Kesehatan Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1141. KP S Nota Usul Pengangkatan CPNS Tk. Eselon Unit pelaksana
menjadi PNS lebih dari 2 tahun urusan
kepegawaian
1142. KP 6 SK CPNS/PNS Kolektif Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1143. KP Pembinaan Karir Pegawai
1144. KP 1 Diklat/Kursus/Magang/Tugas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar urusan
Pegawai : kepegawaian
1145. KP Surat Perintah/Surat
Tugas/SK/Surat [jin
1146. KP Laporan Kegiatan Pengembangan
Diri
1147. KP 2 Surat Tanda Tamat Pendidikan Tk. Eselon Unit pelaksana
dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat urusan
kepegawaian
1148. KP 3 Daftar Penilaian Pelaksanaan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pekerjaan (DP 3) Standar Kinerja urusan
Pegawai (SKP) kepegawaian
1149. KP 4 Daftar Usul Penetapan Angka Tk. Eselon Unit pelaksana
Kredit urusan
kepegawaian
1150. KP S Disiplin Pegawai : Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
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1151. KP Daftar Hadir
1152. KP Rekapitulasi Daftar Hadir
1158. KP 6 Berkas Hukuman Disiplin Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1154. KP 7 Penghargaan dan Tanda Jasa Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1155. KP Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Tk. Eselon
Pegawai
1156. KP Mutasi Pegawai
1157. KP 1 Alih Status, Pindah Instansi, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pindah Wilayah Kerja, urusan
Diperbantukan, Dipekerjakan, kepegawaian
Penugasan
1158. KP 2 Nota Persetujuan/Pertimbangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kepala BKN urusan
kepegawaian
1159. KP 3 Mutasi Keluarga Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1160. KP 4 Surat Izin Pernikahan/Perceraian Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1161. KP Surat Penolakan Izin Unit pelaksana
Pernikahan/Perceraian urusan
kepegawaian
1162. KP S Surat Nikah /Cerai Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1163. KP 6 Akte Kelahiran Anak Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1164. KP 7 Surat Keterangan Adopsi Anak Unit pelaksana
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urusan
kepegawaian
1165. KP 8 Surat Keterangan Meninggal Unit pelaksana
Dunia urusan
kepegawaian
1166. KP 9 Usul kenaikan Tk. Eselon Unit pelaksana
pangkat/golongan/jabatan urusan
kepegawaian
1167. KP 10 Usul Pengangkatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pemberhentian dalam Jabatan urusan
Struktural /Fungsional kepegawaian
1168. KP 11 Usul Penetapan Perubahan Data Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Dasar/ Status/Kedudukan urusan
Hukum Pegawai kepegawaian
1169. KP 12 Peninjauan Masa Kerja Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1170. KP 13 Berkas Baperjakat Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1171. KP Administrasi Pegawai
1172. KP 1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1173. KP 2 Cuti Besar Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1174. KP 3 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tahunan urusan
kepegawaian
1175. KP 4 Cuti Alasan Penting Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1176. KP S Cuti Diluar Tanggungan Negara Staff Unit pelaksana
(CLTN) urusan
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kepegawaian
1177. KP 6] Dokumentasi Identitas
1178. KP 1 Usul Penetapan Staff Tidak beresiko
Karpeg/KPE /Karis/Karsu
1179. KP 2 Keanggotaan Organisasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Profesi/Kedinasan urusan
kepegawaian
1180. KP 3 Laporan Pajak Penghasilan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pribadi (LP2P) urusan
kepegawaian
1181. KP 4 Keterangan Penerimaan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pembayaran Penghasilan urusan
Pegawai (KP4) kepegawaian
1182. KP 7 Berkas Kepegawaian dan Daftar Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Urut Kepangkatan (DUK) urusan
kepegawaian
1183. KP 8 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Berkala urusan
kepegawaian
1184. KP Kesejahteraan Pegawai Staff
1185. KP 1 Berkas tentang Layanan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai urusan
kepegawaian
1186. KP 2 Berkas tentang Layanan Asuransi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pegawai/ASKES urusan
kepegawaian
1187. KP 3 Berkas tentang Layanan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tabungan Perumahan urusan
kepegawaian
1188. KP 4 Berkas tentang Layanan Bantuan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Sosial urusan
kepegawaian
1189. KP S Berkas tentang Layanan Pakaian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Dinas urusan
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kepegawaian
1190. KP 9] Berkas tentang Layanan Pegawai N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
yang meninggal karena dinas urusan
kepegawaian
1191. KP 7 Berkas tentang Pemberian Tali N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kasih urusan
kepegawaian
1192. KP 8 Berkas tentang Pemberian Piagam N Tk. Eselon Unit pelaksana
Penghargaan dan Tanda Jasa urusan
kepegawaian
1198. KP 9 Berkas tentang Layanan Olahraga N Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
dan Rekreasi urusan urusan
kepegawaian
1194. KP 8 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pensiun urusan
kepegawaian
1195. KP 9 Perselisihan /Sengketa Kepegawaian N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1196. KP 10 Usul Pemberhentian dan Penetapan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS urusan
yang Meninggal kepegawaian
1197. KP 11 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri N Tk. Eselon Unit pelaksana
Sipil : urusan
kepegawaian
1198. KP a Berkas Lamaran yang diterima
1199. KP b Nota Penetapan NIP dan
Kelengkapannya
1200. KP c Nota Persetujuan/Pertimbangan
Kepala BKN
1201. KP d SK Pengangkatan CPNS
1202. KP e Hasil Pengujian Kesehatan
1203. KP f SK Pengangkatan PNS
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1204. KP g SK Peninjauan Masa Kerja

1205. KP h SK Kenaikkan Pangkat

1206. KP i Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas/Menduduki Jabatan dan

1207. KP ] Surat Pernyataan Pelantikan

1208. KP k SK Pengangkatan dalam Jabatan
atau Pemberhentian dari Jabatan
Struktural /Fungsional

1209. KP 1 SK Perpindahan Wilayah Kerja

1210. KP SK Perpindahan Antar Instansi

1211. KP n SK Cuti di luar Tanggungan
Negara (CLTN)

1212. KP Berita Acara Pemeriksaan

1213. KP SK Hukuman Jabatan/Hukuman
Disiplin PNS

1214. KP q SK Perbantuan/Dipekerjakan di
luar Instansi Induk

1215. KP r SK Penarikan Kembali dari
Perbantuan/Dipekerjakan

1216. KP s SK Pemberian Uang Tunggu

1217. KP t SK Pembebasan dari Jabatan
Organik karena diangkat sebagai
Pejabat Negara

1218. KP u SK Pengalihan PNS

12109. KP \Y SK Pemberhentian sebagai PNS

1220. KP w SK Pemberhentian Sementara

1221. KP X Surat Keterangan Pernyataan
Hilang

1222. KP y Surat Keterangan Kembalinya
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PNS yang dinyatakan hilang

1223. KP z SK Penggantian Nama

1224. KP aa Surat perbaikan Tanggal Tahun
Kelahiran

1225. KP bb Akta Nikah/Cerai

1226. KP cc Akta Kelahiran

1227. KP dd Isian Formulir
PUPPNEMSERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

1228. KP ee Berita Acara Pengambilan
Sumpah/Janji PNS dan Jabatan

1229. KP ff Surat Permohonan Menjadi
Anggota Parpol

1230. KP gg Surat Keterangan Mutasi Keluarga

1231. KP hh Surat Keterangan Meninggal
Dunia/hilang

1232. KP ii Surat Keterangan Peningkatan
Pendidikan

1233. KP i Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional

1234. KP kk Surat Keterangan Hasil Penelitian
Khusus

1235. KP 1 Surat Pemberitahuan Kenaikkan
Gaji Berkala

1236. KP mm | Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/
Luar Negeri

1237. KP nn Surat Izin Bepergian ke Luar
Negeri

1238. KP 00 Kartu Daftar Ulang (Kardaf) PNS

1239. KP PP Ijazah /Sertifikat

1240. KP qq SK Penempatan/Penarikan

Pegawai
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1241. KP rr SK Pengangkatan pada Jabatan di
luar Instansi Induk
1242. KP SN Surat Pertimbangan Status PNS
1243. KP tt SK Pengaktifan Kembali Sebagai
PNS
1244. KP uu Surat Pernyataan Pengunduran
Diri dari Jabatan Organik karena
dicalonkan sebagai
1245. KP vV SK Pensiun
1246. KP 12 Berkas Perseorangan Pejabat Negara
1247. KP Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1248. KP 13 Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1249. KP a Ketua, Wakil Ketua, Anggota Tk. Eselon Unit pelaksana
DPRD urusan
kepegawaian
1250. KP b Ketua, Wakil Ketua, Anggota Tk. Eselon Unit pelaksana
KPUD, dan Panwaslu Kada urusan
kepegawaian
1251. KP c Ketua, Wakil Ketua, Anggota Tk. Eselon Unit pelaksana
Komisi Lainnya urusan
kepegawaian
KK URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA
1252. KK 1 Pengendalian Penduduk
1253. KK 1 Pemaduan kebijakan

pengendalian penduduk
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1254. KK 1 Analisis pemaduan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
kebijakan pengendalian urusan
penduduk ( Pengumpulan kependudukan
dan Pengolahan dan KB
Data)

1255. KK 2 Analisis pemaduan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
kebijakan pengendalian urusan
penduduk ( Evaluasi dan kependudukan
Pelaporan) dan KB

1256. KK 3 Penyiapan fasilitas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pemaduan kebijakan urusan
pengendalian penduduk kependudukan

dan KB

1257. KK 4 Fasilitas pemaduan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
kebijakan pengendalian urusan
penduduk ( Evaluasi dan kependudukan
Pelaporan ) dan KB

1258. KK Perencanaan pengendalian

penduduk

1259. KK 1 Data dan Evaluasi data Profil Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

dan Proyeksi Penduduk urusan
kependudukan
dan KB

1260. KK 2 Penetapan parameter Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengendalian penduduk ( urusan
Penetapan sasaran kependudukan
parameter dan Evaluasi dan KB
sasaran parameter )

1261. KK 3 Pemanfaatan perencanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengendalian penduduk ( urusan
Pemangfaatan profil dan kependudukan
proyeksi, Pemanfaatan dan KB
Parameter)

1262. KK Kerja sama pendidikan

kependudukan
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1263. KK 1 Pengembangan sistem jalur Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pendidikan formal dan urusan
pengembangan ,jalur kependudukan
pendidikan non formal dan dan KB
informal.

1264. KK 2 Pengembangan Materi alur Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pendidikan formal dan urusan
pengembangan ,jalur kependudukan
pendidikan non formal dan dan KB
informal.

1265. KK 3 Monitoring dan evaluasi alur Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pendidikan formal dan urusan
pengembangan ,jalur kependudukan
pendidikan non formal dan dan KB
informal.

1266. KK 4 Analisis dampak kependudukan

1267. KK 1 Analisis Sosial Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

urusan
kependudukan
dan KB

1268. KK 2 Analisis Ekonomi Unit pelaksana

urusan
kependudukan
dan KB

1269. KK 3 Analisis dampak politik, N Tk. Eselon Unit pelaksana
pertahanan, dan keamanan urusan

kependudukan
dan KB

1270. KK 4 Analisis daya dukung dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
daya tampung lingkungan urusan

kependudukan
dan KB

1271. KK Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi
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1272. KK Bina kesertaan keluarga
berencana jalur pemerintah
1273. KK 1 Bina Keluarga Berencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rumah Sakit dan Klinik urusan
Pemerintah kependudukan
dan KB
1274. KK 2 Jaminan pelayanan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
penyediaan sarana keluarga urusan
berencana kependudukan
dan KB
1275. KK 3 Kualitas, Standarisasi, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Monitoring dan Evaluasi urusan
pelayanan keluarga kependudukan
berencana pemerintah dan KB
1276. KK Bina kesertaan keluarga
berencana jalur swasta
1277. KK 1 Bina keluarga berencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
rumah sakit dan klinik urusan
swasta kependudukan
dan KB
1278. KK 2 Jaminan dan ketersediaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
sarana keluarga berencana urusan
swasta kependudukan
dan KB
1279. KK 3 Kualitas, Standarisasi, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
monitoring dan evaluasi urusan
pelayanan keluarga kependudukan
berencana swasta dan KB
1280. KK Bina Kesertaan Keluarga
Berencana Jalur Wilayah dan
Sasaran khusus
1281. KK 1 Peningkatan Akses dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

kualitas pelayanan keluarga
berencana wilayah tertinggal,

urusan
kependudukan
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terpencil dan perbatasan dan KB
1282. KK 2 Peningkatan Akses dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
kualitas pelayanan keluarga urusan
berencana wilayah miskin kependudukan
perkotaan dan KB
1283. KK 3 Peningkatan akses dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Partisipasi Kesertaan urusan
keluarga berencana pria kependudukan
dan KB
1284. KK 4 Kesehatan Reproduksi
1285. KK 1 Kelangsungan hidup ibu, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
bayi dan anak urusan
kependudukan
dan KB
1286. KK 2 Pencegahan PMS dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
HIV/AIDS urusan
kependudukan
dan KB
1287. KK 3 Pencegahan kanker alat Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
reproduksi dan urusan
penanggulangan infertilitas kependudukan
dan KB
1288. KK Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga
1289. KK 1 Bina keluarga Balita dan Anak
1290. KK 1 Pelembagaan bina keluarga Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Balita dan anak ( urusan
Pengembangan kelompok kependudukan
bina keluarga dan KB
Balita dan anak ,
Pengembangan Kemitraan
Bina Kelurga dan anak)
1291. KK 2 Monitoring ,Evaluasi dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

Pelaporan dan evaluasi bina

urusan
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keluarga Balita dan anak kependudukan
dan KB

1292. KK Bina ketahanan remaja

1293. KK 1 Pelembagaan bina Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
ketahanan remaja jalur urusan
Pendidikan dan Jalur kependudukan
masyarakat dan KB

1294. KK 2 Monitoring dan Pelaporan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan evaluasi bina ketahanan urusan
Remaja kependudukan

dan KB

1295. KK Bina ketahanan keluarga Lansia

dan Rentan

1296. KK 1 Pengembangan Program Bina Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Ketahanan Keluarga Lansia urusan
dan keluarga Rentan kependudukan

dan KB

1297. KK 2 Pelembagaan Bina Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Ketahanan keluarga Lansia urusan
dan Rentan ( Pengembangan kependudukan
kelompok dan kemitraan dan KB
Bina Ketahanan Keluarga
lansia dan Renta )

1298. KK 3 Monitoring, evaluasi dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pelaporan bina ketahanan urusan
keluarga Lansia dan Rentan kependudukan

dan KB

1299. KK Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

1300. KK 1 Pengembangan program Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
usaha ekonomi keluarga urusan

kependudukan
dan KB

1301. KK 2 Peningkatan teknologi dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
permodalan usaha ekonomi urusan
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keluarga kependudukan
dan KB
1302. KK 3 Peningkatan manajemen Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
usaha ekonomi keluarga ( urusan
Pengembangan kependudukan
Administrasi, Keuangan dan dan KB
pemasaran Kelompok Usaha
Bersama )
1303. KK 4 Monitoring dan evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
usaha ekonomi keluarga urusan
kependudukan
dan KB
1304. KK S Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera
1305. KK 1 Pengembangan Program Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pusat Pelayanan Keluarga urusan
Sejahtera kependudukan
dan KB
1306. KK 2 Pelembagaan Pusat Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pelayanan Keluarga urusan
Sejahtera dan Kemitraan kependudukan
Pusat Pelayanan dan KB
Keluarga sejahteraan)
1307. KK 3 Monitoring Evaluasi dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pelaporan Pusat Pelayanan urusan
Keluarga Sejahtera kependudukan
dan KB
1308. KK Advokasi dan Informasi
1309. KK 1 Advokasi dan Komunikasi, Unit pelaksana

Informasi dan Edukasi

urusan
kependudukan
dan KB
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1310. KK 1 Pengembangan advokasi Tk. Eselon Unit pelaksana
dan komunikasi, informasi, urusan
edukasi ( Perencanan, kependudukan
Evaluasi dan dan KB
Pelaporan )
1311. KK 2 Advokasi dan pencitraan Staff Unit pelaksana
urusan
kependudukan
dan KB
1312. KK 3 Promosi Staff Unit pelaksana
urusan
kependudukan
dan KB
1313. KK 4 Sarana Produksi Media Staff Unit pelaksana
komunikasi urusan
kependudukan
dan KB
1314. KK S Produk media komunikasi Staff Unit pelaksana
urusan
kependudukan
dan KB
1315. KK Bina hubungan antar lembaga Unit pelaksana
urusan
kepegawaian
1316. KK 1 Hubungan dengan lembaga Staff Unit pelaksana
pemerintah pusat dan urusan
provinsi kependudukan
dan KB
1317. KK 2 Pengembangan dan Staff Unit pelaksana
Penguatan hubungan urusan
dengan lembaga kependudukan
pemerintahkabupaten dan dan KB
kota
1318. KK 3 Pengembangan dan Staff Unit pelaksana

Penguatan hubungan

urusan
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dengan lembaga kependudukan
nonpemerintah dan KB
13109. KK Bina lini lapangan
1320. KK 1 Pengembangan tenaga lini Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
lapangan urusan
kependudukan
dan KB
1321. KK 2 Monitoring dan Evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tenaga Lini Lapangan urusan
kependudukan
dan KB
1322. KK 3 Pengembangan Institusi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
masyarakat pedesaan urusan
kependudukan
dan KB
1323. KK 4 Monitoring dan evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Institusi masyarakat urusan
pedesaan kependudukan
dan KB
1324. KK ) Pengembangan institusi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
masyarakat urusan
pedesaanmekanisme kependudukan
operasional lini lapangan dan KB
1325. KK 6 Monitoring dan evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
mekanisme operasional lini urusan
lapangan kependudukan
dan KB
1326. KK Pelaporan dan statistik
1327. KK 1 Pengembangan sistem Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pencatatan dan pelaporan urusan
(Perumusan pola ,Sistem kependudukan
pencatatan dan pelaporan ) dan KB
1328. KK 2 Monitoring dan Evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Sistem pencatatan dan urusan
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pelaporan kependudukan
dan KB

1329. KK 3 Pengumpulan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengolahan data urusan

kependudukan
dan KB

1330. KK 4 Analisis dan evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengendalian penduduk urusan

kependudukan
dan KB

1331. KK ) Analisa dan evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
keluarga berencana dan urusan

keluarga kependudukan
dan KB

1332. KK Teknologi Informasi dan
Dokumentasi

1338. KK 1 Pengembangan sistem Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
aplikasi urusan

kependudukan
dan KB

1334. KK 2 Pengelolaan Bank data Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan

kependudukan
dan KB

1335. KK 3 Pengembangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Infrastruktur teknologi urusan

informasi kependudukan
dan KB

1336. KK 4 Pemeliharaan Infrastruktur Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
teknologi informasi urusan

kependudukan
dan KB

1337. KK S Dokumentasi dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perpustakaan urusan

kependudukan
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dan KB
1338. KK 9] Pengelolaan situs BKKBN
dan Media konferensi)
KUKM URUSAN KOPERASI DAN UMKM
1339. KUKM 1 KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
1340. KUKM 0 ORGANISASI DAN BADAN Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
HUKUM KOPERASI urusan
koperasi dan
UMKM
1341. KUKM 0 Organisasi Koperasi dan
UKM
1342. KUKM 1 Badan Hukum Koperasi (
Penata usahaan badan
hukum koperasi, Evaluasi
Badan Hukum
Koperasi )
1343. KUKM 2 Penelaahan Kasus Hukum (
Kasus hukum Koperasi,
kasus hukum UKM )
1344. KUKM 1 PERATURAN PERUNDANG- Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
UNDANGAN urusan
koperasi dan
UMKM
1345. KUKM 0 Penyusunan dan Evaluasi
Peraturan Perundang-
Undangan Koperasi
1346. KUKM 1 Penyusunan dan Evaluasi
Peraturan Perundang-
Undangan UKM
1347. KUKM 2 Dokumentasi Peraturan

Perundang-Undangan (
Produk peraturan
Perundang-undangan
Pusat, Peraturan Daerah )
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1348. KUKM TATA LAKSANA KOPERASI DAN Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
UKM urusan
koperasi dan
UMKM
1349. KUKM 0 Tata Laksana Koperasi (tata
laksana Koperasi Primer,
Tata laksana Koperasi
Sekunder )
1350. KUKM 1 Tata Laksana UKM ( Tata
laksana Usaha Kecil, tata
Laksana Usaha Menegah )
1351. KUKM 2 Klasifikasi Koperasi dan
UKM
1352. KUKM KEANGGOTAAN KOPERASI Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1353. KUKM 0 Partisipasi Usaha dan
Permodalan
1354. KUKM 1 Partisipasi Pengawasan (
Rapat Anggota, Pengawasan )
1355. KUKM 2 Pengembangan Anggota
Kaderisasi, Penyuluhan )
1356. KUKM PENGENDALIAN DAN
AKUNTABILITAS KOPERASI DAN
UKM
1357. KUKM 0 Pengendalian ( pengendalian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
intern, tindak lanjut hasil urusan
pengendalian ) koperasi dan
UMKM
1358. KUKM 1 Akuntabilitas dan Akuntansi
( Akuntabilitas, Akuntansi
dan Audit )
1359. KUKM 2 Monitoring dan Evaluasi

Koperasi dan UKM
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1360. KUKM - Monitoring N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1361. KUKM - Evaluasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1362. KUKM 2 PRODUKSI
1363. KUKM 0 PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
1364. KUKM 0 Tanaman Pangan Padi, N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Palawija ) urusan
koperasi dan
UMKM
1365. KUKM 1 Hortikultura ( Buah-buahan
dan Tanaman Obat,
Tanaman Hias dan Sayur)
1366. KUKM 2 Sarana ( Sarana produksi,
Sarana Pengolahan )
1367. KUKM 1 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1368. KUKM 0 Kehutanan (Hutan Produksi,
Hutan Kemasyarakatan)
1369. KUKM 1 Perkebunan (Tanaman
semusim dan rempah-
rempah, Tanaman keras)
1370. KUKM 2 Sarana (Sarana produksi,
Sarana Pengolahan)
1371. KUKM 2 PERIKANAN DAN PETERNAKAN N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
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1372. KUKM 0 Perikanan (Perikanan
Tangkap, Perikanan
Budidaya)
1373. KUKM 1 Peternakan (Ternak besar,
Ternak Kecil)
1374. KUKM 3 INDUSTRI, KERAJINAN DAN N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
PERTAMBANGAN urusan
koperasi dan
UMKM
1375. KUKM 0 Industri (Sandang, Logam
dan Elektronik, Pangan,
Kimia dan Aneka)
1376. KUKM 1 Kerajinan (Logam , Non
Logam)
1377. KUKM 2 Pertambangan Umum dan
Migas
1378. KUKM 4 KETENAGALISTRIKAN DAN N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
ANEKA USAHA urusan
koperasi dan
UMKM
1379. KUKM 0 Ketenagalistrikan dan Aneka
Usaha ( Listrik , Konstruksi )
1380. KUKM 1 Aneka Usaha (Jasa Umum ,
Angkutan )
1381. KUKM 2 Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi
1382. KUKM 3 PEMBIAYAAN
1383. KUKM 0 PROGRAM PENDANAAN N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1384. KUKM 0 Program Pendanaan Jangka
Pendek ( Koperasi dan UKM
Jangka pendek )
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1385. KUKM 1 Program Pendanaan Jangka
Menengah dan Panjang
1386. KUKM 2 Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Dana Bergulir
1387. KUKM PENGEMBANGAN DAN
PENGENDALIAN SIMPAN PINJAM
1388. KUKM 0 Pengembangan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengendalian KSP urusan
koperasi dan
UMKM
1389. KUKM 1 Pengembangan dan
Pengendalian USP Koperasi
1390. KUKM 2 Pengembangan dan
Pengendalian USP LKM
1391. KUKM URUSAN PERMODALAN Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1392. KUKM 0 Pengembangan Permodalan
Sendiri ( Koperasi dan UKM )
1393. KUKM 1 Pengembangan Permodalan
Luar ( Permodalan Bank ,
Non Bank )
1394. KUKM 2 Pengembangan Kredit
Program ( Bank, Non Bank )
1395. KUKM ASURANSI DAN JASA KEUANGAN Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1396. KUKM 0 Asuransi ( Koperasi, UKM )
1397. KUKM 1 Perpajakan ( Koperasi, UKM )
1398. KUKM 2 Jasa Keuangan dan Kredit

Komersial ( Bank dan Non
Komersial Bank )
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1399. KUKM 4 PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN N Tk. Eselon Unit pelaksana
KREDIT urusan
koperasi dan
UMKM
1400. KUKM 0 Lembaga Pembiayaan (modal
Ventura, Sewa Guna Usaha
dan Anak Piutang )
1401. KUKM 1 Penjaminan Kredit (
Penjaminan, Asuransi Kredit
)
1402. KUKM 2 Pasar Modal ( Obligasi,
Modal Penyertaan )
1403. KUKM S LEMBAGA PENGELOLA DAN N Tk. Eselon Unit pelaksana
BERGULIR KUKM (LPDB) urusan
koperasi dan
UMKM
1404. KUKM 4 PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA
1405. KUKM 0 PERDAGANGAN DALAM NEGERI N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1406. KUKM 0 Pengadaan Sektor Formal
dan informal
1407. KUKM 1 Distribusi Sektor Formal dan
Informal
1408. KUKM 2 Pengembangan Sektor
formal dan in formal
14009. KUKM 1 EKSPOR DAN IMPOR N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1410. KUKM 0 Ekspor ( Koperasi dan UKM)
1411. KUKM 1 Impor (Koperasi dan UKM)
1412. KUKM 2 Hubungan Perdagangan
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Internasional ( Perdagangan
Multilateral, Regional dan
Bilateral)
1413. KUKM 2 SARANA DAN PRASARANA N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
PEMASARAN urusan
koperasi dan
UMKM
1414. KUKM 0 Sarana ( Pengembangan
Pasar Tradisional dan Sentra
Pemasaran)
1415. KUKM 1 Prasarana (Lembaga
Perantara dan Fasilitasi
HAKI)
1416. KUKM 2 Pengembangan Potensi
Pemasaran ( Koperasi dan
UKM )
1417. KUKM 3 KEMITRAAN DAN JARINGAN N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
USAHA urusan
koperasi dan
UMKM
1418. KUKM Kemitraan ( Koperasi dan
UKM
14109. KUKM 0 Jaringan Usaha ( Usaha
Koperasi dan UKM)
1420. KUKM 1 Pengembangan Kerjasama
Kelembagaan Koperasi dan
UKM )
1421. KUKM 4 INFORMASI DAN PUBLIKASI N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
BISNIS urusan
koperasi dan
UMKM
1422. KUKM 0 Pengumpulan Informasi
Koperasi dan UKM
1423. KUKM 1 Pengolahan informasi
Koperasi dan UKM
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1424. KUKM 2 Publikasi dan Informasi (
Koperasi dan UKM)
1425. KUKM 5 LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
LLP KOPERASI DAN UKM urusan
koperasi dan
UMKM
1426. KUKM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
1427. KUKM 0 PENGEMBANGAN Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
KEWIRAUSAHAAN urusan
koperasi dan
UMKM
1428. KUKM 0 Lembaga Kewirausahaan Unit pelaksana
(Pengembangan Jaringan urusan
kewirausahaan dan koperasi dan
Peningkatan UMKM
Sumber daya
Kewirausahaan)
1429. KUKM 1 Penumbuhan Unit pelaksana
Kewirausahaan ( urusan
Peningkatan Kemampuan koperasi dan
Kewirausahaan dan UMKM
Evaluasi
Kewirausahaan )
1430. KUKM 2 Sosialisasi Kewirausahaan (
Perangkat Lunak dan
Promosi Kewirausahaan)
1431. KUKM 1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN Tk. Eselon Unit pelaksana
KOPERASI DAN UKM urusan
koperasi dan
UMKM
1432. KUKM 0 Diklat Formal dan In Formal
1433. KUKM 1 Diklat Non Formal Unit pelaksana

(Perangkat Lunak , Sarana
dan Prasarana)

urusan
koperasi dan
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UMKM
1434. KUKM 2 Kerjasama Lembaga Diklat (
Hubungan Lembada Diklat
Pemerintah dan Non
Pemerintah)
1435. KUKM 2 PERAN SERA MASYARAKAT N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1436. KUKM 0 Peningkatan Dukungan
Media Massa terhadap
Koperasi dan UKM
1437. KUKM 1 Peningkatan Dukungan LSM
terhadap KUKM
1438. 2 Peningkatan Dukungan
Organisasi Profesi Koperasi
dan UKM
1439. KUKM 3 MONITORING DAN EVALUASI
DIKLAT KUKM
1440. KUKM 0 Monitoring dan Evaluasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Diklat KUKM urusan
koperasi dan
UMKM
1441. KUKM 1 Monitoring dan Evaluasi
Diklat Formal dan Informal
1442. KUKM 2 Monitoring dan Evaluasi
Lembaga Diklat ( Pemerintah
dan Non Pemerintah)
1443. KUKM 4 ADVOKASI N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1444. KUKM 0 Advokasi Organisasi dan
Manajemen
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1445. KUKM 1 Advokasi Kemitraan dan
Teknologi
1446. KUKM 2 Advokasi Peraturan
Perundang-undangan (Kajian
penerangan dan Sosialisasi
Perundanga- undangan)
1447. KUKM 6 PENGEMBANGAN DAN
RESTRUKTURISASI USAHA
1448. KUKM 1 PRODUKTIVITAS DAN MUTU N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1449. KUKM 0 Produktivitas ( Inkubator
Teknologi dan
Pengembangan klaster)
1450. KUKM 1 Peningkatan Mutu ( Disain
dan Standarisasi )
1451. KUKM 2 Sertifikasi Produk (
Sertifikasi , Label dan Merek
)
1452. KUKM 2 RESTRUKTURISASI USAHA N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1453. KUKM 0 Restrukturisasi Manajemen
( Koperasi dan UKM)
1454. KUKM 1 Restrukturisasi Pendanaan (
Koperasi dan UKM)
1455. KUKM 2 Restrukturisasi
Kelembagaan ( Koperasi dan
UKM)
1456. KUKM 3 PEMBERDAYAAN LEMBAGA N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
PENGEMBANGAN BISNIS (LPB) urusan
koperasi dan
UMKM
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1457. KUKM 0 Kelembagaan Lembaga

Pengembangan Bisnis (LPB)
( Asosiasi dan Manajemen
LPB, Akreditasi LPB)

1458. KUKM 1 Pengembangan Bisnis LPB (
Peningkatan Kerjasama LPB
dan Kerja Sama Layanan
LPB)

1459. KUKM 2 Pengembangan Jaringan
LPB ( Kerja sama
Kelembagaan dan Teknologi)

1460. KUKM 4 FASILITASI INVESTASI UKMK N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1461. KUKM 0 Investasi Klaster UKMK (

Fasilitasi investasi UKMK
Argo Bisnis dan UKMK Non
Agro

Bisnis

1462. KUKM 1 Pengembangan Kerjasama
Investasi Usaha ( Pangan
dan Non Pangan)

1463. KUKM 2 Fasilitas Investasi Aneka
Usaha UKMK
1464. KUKM ) PENGEMBANGAN SISTEM BISNIS N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1465. KUKM 0 Fasilitasi Transaksi ( Dalam
dan Luar negeri)
1466. KUKM 1 Kerjasama Usaha
(Pertukaran Koperasi dan
UKM)
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1467.

KUKM

Jaringan Komunikasi Bisnis
( Pengembangan Sarana
Komunikasi Bisnis)

1468.

KUKM

PENGKAJIAN SUMBER DAYA UKMK

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM

1469.

KUKM

0 PENELITIAN KOPERASI

1470.

KUKM

0

Perencanaan dan

Pengendalian ( Perencanaan ,

Evaluasi dan Pelaporan)

1471.

KUKM

Penyelenggaraan
Kelembagaan ( Koperasi dan
Bisnis Koperasi )

1472.

KUKM

Tatalaksana Penelitian (
Temu Ilmiah dan
Pengembangan Metodologi,
Sarana dan

Prasarana)

1473.

KUKM

1 PENELITIAN UKM

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM

1474.

KUKM

Perencanaan dan

Pengendalian ( Perencanaan ,

Evaluasi dan Pelaporan)

1475.

KUKM

Penyelenggaraan
Kelembagaan ( Koperasi dan
Bisnis Koperasi )

1476.

KUKM

Tatalaksana Penelitian (
Temu Ilmiah dan
Pengembangan Metodologi,
Sarana dan

Prasarana)
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1477. KUKM 2 PENELITIAN SUMBERDAYA Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
koperasi dan
UMKM
1478. KUKM 0 Perencanaan dan
Pengendalian ( Perencanaan ,
Evaluasi dan Pelaporan)
1479. KUKM 1 Penyelenggaraan
Kelembagaan (Sumber Daya
Manusia dan Pembiayaan )
1480. KUKM 2 Tatalaksana Penelitian (
Temu Ilmiah dan
Pengembangan Metodologi,
Sarana dan
Prasarana)
1481. KUKM 3 PENGEMBANGAN PERKADERAN Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
UKM urusan
koperasi dan
UMKM
1482. KUKM 0 Penyuluhan ( Penyelenggara
dan Materi Penyuluhan)
1483. KUKM 1 Perkaderan (Penilaian dan
Pengembangan)
1484. KUKM 2 Kerjasama Jaringan
Lembaga Pemerintah dan
Non Pemerintah)
1485. KUKM 4 KERJASAMA INTERNASIONAL Tk. Eselon Unit pelaksana
DAN HUBUNGAN ANTAR urusan
LEMBAGA koperasi dan
UMKM
PENGADAAN
1486. 1 PELAKSANAAN PENGADAAN
1487. 1 Penyusunan rencana umum
pengadaan
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1488. 1 Identifikasi dan Analisis Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kebutuhan Barang/Jasa urusan

penagadaan

1489. 2 Penyusunan dan Penetapan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rencana Penganggaran urusan
Pengadaan penagadaan

1490. 3 Penetapan Kebijakan Umum Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

urusan
penagadaan

1491. 4 Penyusunan Kerangka Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Acuan Kerja (KAK) urusan

penagadaan

1492. S Pengumuman Rencana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Umum Pengadaan urusan

penagadaan

1493. Pemilihan Penyedia

1494. 1 Persiapan Pemilihan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyedia( Kajian ulang urusan
pengadaan, menyusun dan penagadaan
menetapkan spesifikasi
teknis, menyusun dan
menetapkan HPS,
menetapkan rancangan
kontrak, menyusun
dokumen pengadaan)

1495. 2 Pelaksanaan Pemilihan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyedia ( pengumuman, urusan
pendaftaran, penjelasan penagadaan
pekerjaan, pemasukan dan
pembukaan penawaran,
evaluasi penawaran,
penetapan dan pengumuman
pemenang)

1496. 3 e- Purchasing Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

urusan
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penagadaan
1497. 4 Pengadaan Langsung dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penunjukan Langsung urusan
penagadaan
1498. 3 Penandatanganan Kontrak dan
Pelaksanaan Kontrak
1499. 1 Penandatanganan Kontrak ( Tk. Eselon Unit pelaksana
Surat penunjukan penyedia urusan
barang/jasa(SPPBJ), penagadaan
Kontrak, Surat Perintah
Mulai Kerja(SPMK)
1500. 2 Pelaksanaan Kontrak ( Tk. Eselon Unit pelaksana
Laporan pelaksanaan, Berita urusan
Acara Serah Terima (BAST) penagadaan
1501. 4 Swakelola
1502. 1 Perencanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1503. 2 Pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1504. 3 Pengawasan dan Evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1505. PENGEMBANGAN STRATEGI
PENGADAAN
1506. 1 Pengembangan Strategi
Pengadaan Umum
1507. 1 Barang dan jasa ( barang Tk. Eselon Unit pelaksana
dan jasa lainnya, Jasa urusan
Konsultasi) penagadaan
1508. 2 Pekerjaan Konstruksi ( Tk. Eselon Unit pelaksana
Pelaksanaan Kontruksi, urusan
Perencanaan dan Pengawas penagadaan
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Konstruksi)
1509. Pengembangan Strategi
Pengadaan Khusus
1510. 1 Kemitraan pemerintah Tk. Eselon Unit pelaksana
dengan badan usaha ( urusan
Kemitraan infrastruktur, penagadaan
Kemitraan non infrastruktur)
1511. 2 Badan usaha dan keadaan Tk. Eselon Unit pelaksana
khusus ( Badan Usaha, urusan
Bidang pertanahanan penagadaan
keamanan dan keadaan
khusus)
1512. Pengembangan I[klim Usaha dan
Kerjasama Internasional
1513. 1 Laporan Kegiatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengembangan pelaku urusan
usaha penagadaan
1514. 2 Dokumen Kajian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengembangan pelaku urusan
usaha penagadaan
1515. 3 Laporan Kegiatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengembangan kesempatan urusan
usaha penagadaan
1516. 4 Dokumen Kajian Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengembangan sempatan urusan
usaha penagadaan
1517. ) Kerjasama multilateral ( Tk. Eselon Unit pelaksana
Laporan kerjasama urusan
multilateral, dokumen kajian penagadaan
kegiatan kerjasama
multilateral)
1518. 6 Kerjasama bilateral ( Laporan Tk. Eselon Unit pelaksana

kerjasama bilateral,
dokumen kajian kerjasama
bilateral)

urusan
penagadaan
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15109. MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
1520. 1 Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi Pengadaan

1521. 1 Perencanaan pengadaan ( Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perencanaan Pengadaan urusan
kementerian/Lembaga/insta penagadaan
nsi, perencanaan pengadaan
pemerintahan daerah)

1522. 2 Monitoring dan evaluasi ( Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pelakssanaan kebijakan urusan
pengadaan, kinerja penagadaan
pelaksanaan pengadaan)

1523. 2 Pengembangan Sistem Katalog

1524. 1 Riset dan kontrak ( Riset Tk. Eselon Unit pelaksana
pasar dan industri, kontrak urusan
payung) penagadaan

1525. 2 Pengelolaan katalog ( Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengendalian pelaksanaan urusan
katalog, evaluasi katalog) penagadaan

1526. 3 Pengembangan Sistem

Pengadaan Secara Elektronik

1527. 1 Pengembangan aplikasi dan Tk. Eselon Unit pelaksana
teknologi informasi( urusan
Pengembangan aplikasi penagadaan
SPSE, Teknologi
Informasi dan Komunikasi
SPSE)

1528. 2 Pengelolaan dan pembinaan Tk. Eselon Unit pelaksana

layanan pengadaan secara
elektronik ( Bimbingan
Teknis

LPSE, Monitoring dan
evaluasi LPSE Nasional)

urusan
penagadaan
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1529. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
1530. 1 Pengembangan pengelola
pengadaan
1531. 1 Karir pengelola pengadaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1532. 2 Tata kelola pengelola Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengadaan urusan
penagadaan
1533. 3 Unit layanan pengadaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1534. 4 Standar kompetensi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1535. 2 Pelatihan Kompetensi
1536. 1 Konsultasi dan Fasilitasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penyelenggaraan diklat urusan
kompetensi penagadaan
1537. 2 Perencanaan pelatihan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
kompetensi ( peserta, urusan
pengajar, penjadwalan) penagadaan
1538. 3 Penyelenggara Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1539. 4 Pengembangan bahan ajar Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dan metodologi pembelajaran urusan
penagadaan
1540. S Monitoring dan Evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1541. 6 Sistem informasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
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1542. 7 Alumni Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1543. 8 Seleksi dan pengembangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengajar/narasumber urusan
penagadaan
1544. 9 Sertifikasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengajar/narasumber urusan
penagadaan
1545. 10 | Monitoring dan Evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
pengajar/narasumber urusan
penagadaan
1546. 11 | Sistem informasi pengajar N Tk. Eselon Unit pelaksana
/narasumber urusan
penagadaan
1547. 12 | Pembinaan Lembaga N Tk. Eselon Unit pelaksana
Penyelenggaraan Pelatihan urusan
(LPP) Penilaian (Pre penagadaan
Akreditasi,
Akreditasi,Surveilen )
1548. 13 | Pembinaan Hubungan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Kerjasama dengan LPP urusan
penagadaan
1549. 14 | Kajian Pembinaan Lembaga N Tk. Eselon Unit pelaksana
Penyelenggaraan Pelatihan urusan
(LPP) penagadaan
1550. 15 | Sistem informasi Pembinaan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Lembaga Penyelenggaraan urusan
Pelatihan (LPP) penagadaan
1551. Sertifikasi Profesi
1552. 1 Sistem sertifikasi dokumen Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
ISO urusan
penagadaan
1553. 2 Sistem sertifikasi kebijakan / N Tk. Eselon Unit pelaksana
reguler urusan
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penagadaan
1554. 3 Sarana sertifikasi dokumen
inventaris dan pemeliharaan
sarana
1555. 4 Sarana master soal Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
penagadaan
1556. ) Tata Kelola sertifikasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dokumen penyelenggaraan urusan
ujian penagadaan
1557. 6 Evaluasi dan surveilen Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dokumen evaluasi urusan
penagadaan
1558. 7 Evaluasi dan surveilen Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
dokumen surveilen urusan
penagadaan
1559. HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH
1560. 1 Bantuan hukum/konsultasi
hukum /advokasi
1561. 1 Pemberian bantuan/ N Tk. Eselon Unit pelaksana
konsultasi hukum (pidana, urusan
perdata, tata usaha negara penagadaan
dan agama)
1562. 2 Penanganan Permasalahan
Hukum
1563. 1 Penanganan permasalahan N Tk. Eselon Unit pelaksana
kontrak ( penanganan urusan
permasalahan kontrak penagadaan
barang dan jasa,
penanganan permasalahan
kontrak pekerjaan kontruksi)
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1564. 2 Keterangan ahli ( Keterangan Tk. Eselon Unit pelaksana
ahli barang dan jasa, urusan
keterangan ahli pekerjaan penagadaan
kontruksi)
UP URUSAN PERTAHANAN
1565. 1 STRATEGI PERTAHANAN
1566. 1 Penyusunan Kebijakan
Pengembangan Pertahanan
Negara
1567. 1 Kebijakan Pengembangan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pertahanan Militer urusan
pertanahan
1568. 2 Kebijakan Pengembangan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pertahanan Nir Militer urusan
pertanahan
1569. 2 Penyusunan Kebijakan
Pembinaan Pertahanan Negara
1570. 1 Kebijakan Pembinaan Unit pelaksana
Pertahanan Militer urusan
pertanahan
1571. 2 Kebijakan Pembinaan Unit pelaksana
Pertahanan Nir Militer urusan
pertanahan
1572. 3 Kebijakan Pelaksanaan
1573. 1 Kebijakan Umum Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1574. 2 Kebijakan Penyelenggaraan Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1575. 3 Kaji Ulang Strategis Sistem Tk. Eselon Unit pelaksana
Pertahanan Negara urusan
pertanahan
1576. 4 Doktrin
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1577. 1 Doktrin Dasar N Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1578. 2 Doktrin Induk N Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1579. 3 Doktrin Pelaksanaan N Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1580. 4 Petunjuk Operasional N Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1581. S Petunjuk Teknis N
1582. Pengerahan (Penggunaan
Kekuatan, Mobilisasi,
Demobilisasi)
1583. 1 Organisasi Komponen N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pertahanan urusan
pertanahan
1584. 2 Organisasi Susunan Tugas N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1585. 3 Penggunaan Pengerahan N Unit pelaksana
Komponen Utama urusan
pertanahan
1586. 4 Penggunaan Tata Kelola N Unit pelaksana
Komponen Utama urusan
pertanahan
1587. S Penggunaan Pengerahan N Unit pelaksana
Komponen Cadangan dan urusan
Pendukung pertanahan
1588. 6 Penggunaan Tata Kelola N Unit pelaksana
Komponen Cadangan dan urusan
Pendukung pertanahan
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1589. Intelijen dan Pengamanan
1590. 1 Intelstrategis N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1591. 2 Pengamanan LN/DN N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1592. 3 Pengamanan Nubika N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1593. 4 Pengamanan Komunikasi N Tk. Eselon Unit pelaksana
dan Elektronika urusan
pertanahan
1594. S Pengamanan Militer N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1595. 6 Pengamanan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Sospolekbudhan urusan
pertanahan
1596. 7 SARA \ Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1597. 8 Pengamanan Personel N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1598. 9 Pengamanan Materiil N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1599. Operasi Militer
1600. 1 Pertahanan \ Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1601. 2 Keamanan Pertahanan N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
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pertanahan

1602.

Intel Strategis

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1603.

Pengamanan Dalam Negeri

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1604.

Operasi Darat, Laut dan
Udara

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1605.

Pemetaan Militer

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1606.

Ops Gabungan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1607.

Ops Teror

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1608.

Ops Latihan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1609.

10

Ops Khusus

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1610.

11

Evaluasi Ops

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1611.

Analisa Strategi

1612.

1

Ideologi dan Politik Dalam
Negeri

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1613.

Ekonomi dalam negeri

Unit pelaksana
urusan
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pertanahan
1614. 3 Sosial Budaya dalam negeri Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1615. 4 Militer dan Keamanan dalam Unit pelaksana
negeri urusan
pertanahan
1616. 9 Asia dan Pasifik
1617. 1 Australia, Oceania, dan Asia Unit pelaksana
Timur urusan
pertanahan
1618. 2 Asia Tenggara Unit pelaksana
urusan
pertanahan
16109. 3 Asia Tengah dan Selatan Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1620. 4 Asia Barat Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1621. 10 Amerika, Eropa dan Afrika
1622. 1 Amerika Utara dan Tengah Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1623. 2 Amerika Selatan Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1624. 3 Eropa Barat dan Timur Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1625. 4 Afrika Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1626. 11 Organisasi Internasional
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1627. 1 ASEAN Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1628. 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(PBB) urusan
pertanahan
1629. 3 Organisasi Pemerintah Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1630. 4 Organisasi Non Pemerintah Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1631. 12 Kawasan Global
1632. 1 Senjata Strategis N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1633. 2 Elektronika dan Informasi
1634. 3 Lingkungan Hidup Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1635. 4 Keamanan Global N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1636. 13 Kerja Sama Internasional
1637. 1 Asia Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1638. 2 Eropa dan Afrika Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1639. 3 Amerika dan Pasifik Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1640. 4 Misi Perdamaian N Tk. Eselon Unit pelaksana
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urusan
pertanahan
1641. S Intra Kawasan
1642. 6 Keamanan Internasional N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1643. 7 Bantuan Kemanusiaan Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1644. 14 Kerja Sama Pendidikan dan
Materiil
1645. 1 Pendidikan Luar Negeri Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1646. 2 Pendidikan Dalam Negeri
1647. 3 Materiil
1648. 15 Atase Pertahanan
1649. 1 Atase Pertahanan Republik N Tk. Eselon Unit pelaksana
Indonesia urusan
pertanahan
1650. 2 Atase Pertahanan Luar N Tk. Eselon Unit pelaksana
negeri urusan
pertanahan
1651. 16 Protokoler dan Perijinan
1652. 1 Protokoler Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1653. 2 Perijinan dan Konsuler Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1654. 17 Wilayah Pertahanan
1655. 1 Survey Tk. Eselon Unit pelaksana

urusan
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1656.

Pemetaan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1657.

Bimbingan Teknis

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1658.

Evaluasi dan Dokumentasi

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1659.

Perbatasan Darat Negara

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1660.

Perbatasan Darat Daerah

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1661.

Evaluasi dan Dokumentasi

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1662.

Perbatasan Laut

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1663.

Perbatasan Udara

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1664.

10

Evaluasi dan Dokumentasi

1665.

11

Tata Ruang Pertahanan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1666.

12

Kawasan Militer

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1667.

13

Sistem Informasi Geografi

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
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1668.

14

Pembinaan Wilayah Teritorial

1669.

15

Pembinaan Tetitorial

<]

1670.

16

Pembinaan Massa Teritorial

1671.

17

Kirka Teritorial

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1672.

18

Operasi Teritorial

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1673.

19

Rehabilitasi Wilayah

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1674.

20

Pengamanan Pembangunan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1675.

21

Operasi Bhakti TNI/TMMD

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1676.

22

Orang Asing

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1677.

23

Survey

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1678.

24

Pemetaan

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1679.

25

Survey Non TNI

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan

1680.

26

Pemetaan Non TNI

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan
pertanahan
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1681. 27 | Meteorologi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1682. 28 | Geofisika Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1683. 18 Hukum Strategi Pertahanan
1684. 1 Perencanaan Undang- Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Undang urusan
pertanahan
1685. 2 Peraturan Pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1686. 3 Program Legislasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Pertahanan urusan
pertanahan
1687. 4 Penelaahan Politik Hukum Tk. Eselon Unit pelaksana
dan Keamanan urusan
pertanahan
1688. S Penelaahaaan Kesejahteraan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rakyat urusan
pertanahan
1689. 6 Penelaahaan Ekonomi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1690. 7 Hukum Humaniter Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1691. 8 Hukum Laut dan Hukum Tk. Eselon Unit pelaksana
Dirgantara urusan
pertanahan
1692. 9 Perjanjian Internasional Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
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1693. 10 | Jaringan Informasi Hukum N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1694. 11 | Dokumentasi dan Publikasi N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1695. PERENCANAAN PERTAHANAN
1696. 1 Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Pertahanan
1697. 1 Penyusunan Perencanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pembangunan Jangka urusan
Panjang dan Menengah pertanahan
1698. 2 Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Jangka
Pendek
1699. 2 Sistem dan Metode Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1700. 1 Sistem dan Metode N Tk. Eselon Unit pelaksana
Perencanaan Pembangunan urusan
Pertahanan pertanahan
1701. 2 Sistem dan Metode N Tk. Eselon Unit pelaksana
Perencanaan Program dan urusan
Anggaran pertanahan
1702. 3 Analisis dan Evaluasi
Pembangunan
1703. 1 Analisis dan Evaluasi N Tk. Eselon Unit pelaksana
Perencanaan Pembangunan urusan
pertanahan
1704. 2 Analisis dan Evaluasi Sistem N Tk. Eselon Unit pelaksana
dan Metode Perencanaan urusan
pertanahan
1705. 4 Penyerasian Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan
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1706. 1 Perencanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1707. 2 Evaluasi dan Pemanfaatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1708. Analisis dan Evaluasi
Perencanaan Program dan
Anggaran
1709. 1 Analisis Perencanaan Tk. Eselon Unit pelaksana
Program dan Anggaran urusan
pertanahan
1710. 2 Evaluasi Perencanaan Tk. Eselon Unit pelaksana
Program dan Anggaran urusan
pertanahan
1711. Perencanaan Program dan
Anggaran A
1712. 1 Anggaran Kementerian Tk. Eselon Unit pelaksana
Pertahanan urusan
pertanahan
1713. 2 Anggaran Mabes TNI Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1714. Perencanaan Program dan
Anggaran B
1715. 1 Anggaran TNI AD Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1716. 2 Anggaran TNI AL dan TNI AU Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1717. Perencanaan Program dan
Anggaran C
1718. 1 Dukungan Operasi dan Staff Unit pelaksana

Industri Pertahanan

urusan
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pertanahan
1719. 2 Bantuan Proyek dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pinjaman urusan
pertanahan
1720. 3 Perencanaan Penerimaan Staff
Negara Bukan Pajak
1721. 9 Administrasi Pelaksanaan
Anggaran
1722. 1 Analisis Administrasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Pelaksanaan Anggaran urusan
pertanahan
1723. 2 Evaluasi Administrasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Pelaksanaan Anggaran urusan
pertanahan
1724. 3 Administrasi Pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Anggaran A Kementerian urusan
Pertahanan pertanahan
1725. 4 Administrasi Pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Anggaran A Mabes TNI urusan
pertanahan
1726. S Administrasi Pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Anggaran B TNI AD urusan
pertanahan
1727. 6 Administrasi Pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Anggaran B TNI AL dan TNI urusan
AU pertanahan
1728. 7 Administrasi Pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Anggaran C Devisa urusan
pertanahan
1729. 8 Administrasi Pelaksanaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Anggaran C Bantuan Proyek urusan
dan Industri Pertahanan pertanahan
1730. 10 Pengendalian Program dan

Anggaran
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1731. 1 Pengumpulan Data Sistem Tk. Eselon Unit pelaksana
Pengendalian Program dan urusan
Anggaran pertanahan
1732. 2 Sistem Pengendalian dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Keuangan urusan
pertanahan
1733. 3 Pengendalian Anggaran A Tk. Eselon Unit pelaksana
Kementerian Pertahanan urusan
pertanahan
1734. 4 Pengendalian Anggaran A Tk. Eselon Unit pelaksana
Mabes TNI urusan
pertanahan
1735. S Pengendalian Anggaran B Tk. Eselon Unit pelaksana
TNI AD urusan
pertanahan
1736. 6 Pengendalian Anggaran B Tk. Eselon Unit pelaksana
TNI AL dan TNI AU urusan
pertanahan
1737. 7 Evaluasi dan Pelaporan
Program dan Anggaran
1738. 8 Pengendalian Penerimaan T
Negara Bukan Pajak k
E
S
e
1
o
n
1739. 11 Perencanaan Kegiatan Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1740. 1 Rencana Operasi N Staff Unit pelaksana Unit pelaksana
urusan urusan
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pertanahan
1741. 2 Rencana Personel Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1742. 3 Rencana Materiil dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Logistik urusan
pertanahan
1743. 4 Rencana Inspeksi dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengawasan urusan
pertanahan
1744. ) Rencana Pendidikan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pelatihan urusan
pertanahan
1745. POTENSI PERTAHANAN
1746. 1 Bela Negara
1747. 1 Materi dan Metode Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan Pendidikan urusan
pertanahan
1748. 2 Analisis dan Evaluasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Lingkungan Pendidikan urusan
pertanahan
1749. 3 Materi dan Metode Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan Pemukiman urusan
pertanahan
1750. 4 Analisis dan Evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan Pemukiman urusan
pertanahan
1751. ) Materi dan Metode Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan Pekerjaan urusan
pertanahan
1752. 6 Analisis dan Evaluasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Lingkungan Pekerjaan urusan
pertanahan
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1758. Komponen Cadangan
1754. 1 Sumber Daya Manusia Matra Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Darat urusan
pertanahan
1755. 2 Sumber Daya Alam dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Buatan Matra Darat urusan
pertanahan
1756. 3 Kekuatan dan Kemampuan Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Darat urusan
pertanahan
1757. 4 Sumber Daya Manusia Matra Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Udara urusan
pertanahan
1758. S Sumber Daya Alam dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Buatan Matra Laut urusan
pertanahan
1759. 6 Kekuatan dan Kemampuan Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Laut urusan
pertanahan
1760. 7 Sumber Daya Manusia Matra Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Udara urusan
pertanahan
1761. 8 Sumber Daya Alam dan Staff Unit pelaksana
Buatan Matra Udara urusan
pertanahan
1762. 9 Kekuatan dan Kemampuan Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Udara urusan
pertanahan
1763. Komponen Pendukung
1764. 1 Sumber Daya Manusia Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Garda Bangsa urusan
pertanahan
1765. 2 SDM Tenaga Ahli dan Profesi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
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pertanahan
1766. 3 SDM Warga Negara Lainnya Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1767. 4 Sumber Daya Alam dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Buatan Logistik Wilayah urusan
pertanahan
1768. S Sumber Daya Alam dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Butan Cadangan Materiil urusan
Strategis pertanahan
1769. 6 Sarana dan Prasarana Matra Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Darat urusan
pertanahan
1770. 7 Sarana dan Prasarana Matra Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Laut urusan
pertanahan
1771. 8 Sarana dan Prasarana Matra Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Udara urusan
pertanahan
1772. Teknologi dan Industri
Pertahanan
1773. 1 Pengembangan Teknologi Tk. Eselon Unit pelaksana
Pertahanan urusan
pertanahan
1774. 2 Penerapan Teknologi Tk. Eselon Unit pelaksana
Pertahanan urusan
pertanahan
1775. 3 Alat Utama Sistem Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Persenjataan Pertahanan urusan
pertanahan
1776. 4 Non Alat Utama Sistem Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Persenjataan Pertanahan urusan
pertanahan
1777. S Industri Pertahanan Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
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pertanahan
1778. 9] Optimasi dan Improvisasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Pendayagunaan Industri urusan
pertanahan
1779. 7 Promosi dan Kerja Sama Tk. Eselon Unit pelaksana
Pendayagunaan Industri urusan
pertanahan
1780. 8 Tata Kelola Staff Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1781. 9 Pengembangan Sistem N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1782. Veteran
1783. 1 Pengembangan Komunikasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Sosial Veteran urusan
pertanahan
1784. 2 Kerja Sama Komunikasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Sosial Veteran urusan
pertanahan
1785. 3 Fasilitasi Administrasi Tk. Eselon Unit pelaksana
Veteran urusan
pertanahan
1786. 4 Moril Veteran Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1787. S Data Inventarisasi Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1788. 6 Data Dokumentasi Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1789. Sistem
1790. 1 Sistem Ops Tk. Eselon Unit pelaksana
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urusan
pertanahan
1791. 2 Sistem Pembinaan Staff Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1792. 3 Sistem Persenjataan Tk. Eselon Unit pelaksana
Teknologi urusan
pertanahan
1793. 4 Sistem Persenjataan Sosial Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1794. ) Sistem Informasi Militer Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1795. 6 Sistem Informasi Pembinaan Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1796. KEKUATAN PERTAHANAN
1797. 1 Sumber Daya Manusia
1798. 1 Perencanaan Penyediaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tenaga urusan
pertanahan
1799. 2 Perencanaan Penyediaan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perawatan urusan
pertanahan
1800. 3 Pemisahan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1801. 4 Penyaluran Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1802. S Gelar Kehormatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tanda Jasa urusan
pertanahan
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1803. 6 Tunjangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1804. 7 Pengembangan dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pendidikan Militer urusan
pertanahan
1805. 8 Pengembangan dan Tk. Eselon Unit pelaksana
Pendidikan Non Militer urusan
pertanahan
1806. Materiil
1807. 1 Pengadaan Inventuri Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1808. 2 Pengendalian Inventuri Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1809. 3 Penghapusan Inventuri Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1810. 4 Standarisasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1811. ) Kelaikan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1812. 6 Kodifikasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1813. 7 Sistem dan Metode Tata Tk. Eselon Unit pelaksana
Kelola Materil urusan
pertanahan
1814. 8 Pengelolaan Materiil dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Barang Milik Negara urusan
pertanahan

184




KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS. JENIS ARSIP SR R T B HAK AKSES PERTIMBANGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1815. 9 Pemeliharaan Alutsista Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1816. 10 | Pemeliharaan Non Alutsista Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1817. Fasilitas dan Jasa
1818. 1 Sistem dan Metode Fasilitas N Tk. Eselon Unit pelaksana
Komponen Utama urusan
pertanahan
18109. 2 Pengendalian Fasilitas N Tk. Eselon Unit pelaksana
Inventori Komponen Utama urusan
pertanahan
1820. 3 Sistem dan Metode Listrik., N Tk. Eselon Unit pelaksana
gas dan Air urusan
pertanahan
1821. 4 Pengendalian Inventori N Tk. Eselon Unit pelaksana
Listrik, Gas dan Air urusan
pertanahan
1822. S Sistem dan Metode BBM dan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Pelumas urusan
pertanahan
1823. 6 Pengendalian Inventori BBM N Unit pelaksana
dan Pelumas urusan
pertanahan
1824. 7 Sistem dan Metode N Tk. Eselon Unit pelaksana
Komunikasi urusan
pertanahan
1825. 8 Sisitem dan Metode N Tk. Eselon Unit pelaksana
Elektronik urusan
pertanahan
1826. 9 Pengendalian Inventori N Tk. Eselon Unit pelaksana
Komunikasi dan Elektronik urusan
pertanahan
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1827. 10 | Inventori Barang Tidak Tk. Eselon Unit pelaksana
Bergerak urusan
pertanahan
1828. 11 | Pemanfaatan Barang Tidak Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Bergerak urusan
pertanahan
1829. 12 | Pemindahtanganan Barang Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tidak Bergerak urusan
pertanahan
1830. Kesehatan
1831. 1 Kekuatan Kesehatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Geomedik urusan
pertanahan
1832. 2 Pengembangan Kekuatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Kesehatan Militer urusan
pertanahan
1833. 3 Pengembangan Kekuatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Kesehatan Umum urusan
pertanahan
1834. 4 Profesi Tenaga Kesehatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1835. S Pengembangan Kemampuan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tenaga Kesehatan urusan
pertanahan
1836. 6 Materiil Fasilitas Kesehatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1837. 7 Pemeliharaan Fasilitas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan urusan
pertanahan
1838. 8 Pengembangan Fasilitas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan urusan
pertanahan
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1839. 9 Dukungan Bantuan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan urusan
pertanahan
1840. 10 | Kerjasama bantuan N Tk. Eselon Unit pelaksana
Kesehatan urusan
pertanahan
1841. 11 | Bantuan Kesehatan Nuklir, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Biologi dan Kimia urusan
pertanahan
1842. SARANA PERTAHANAN
1843. 1 Pengadaan
1844. 1 Pengadaan Dalam Negeri Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Darat urusan
pertanahan
1845. 2 Pengadaan Luar Negeri Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Darat urusan
pertanahan
1846. 3 Pengawasan Pengendalian Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Darat urusan
pertanahan
1847. 4 Pengadaan Dalam Negeri N Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Laut urusan
pertanahan
1848. S Pengadaan Luar Negeri N Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Laut urusan
pertanahan
1849. 6 Pengawasan Pengendalian N Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Laut urusan
pertanahan
1850. 7 Pengadaan Dalam Negeri N Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Udara urusan
pertanahan
1851. 8 Pengadaan Luar Negeri N Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Udara urusan
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pertanahan
1852. 9 Pengawasan Pengendalian N Tk. Eselon Unit pelaksana
Matra Udara urusan
pertanahan
1853. Konstruksi
1854. 1 Perencanaan Konstruksi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1855. 2 Analisis dan Estimasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perencanaan Kontruksi urusan
pertanahan
1856. 3 Administrasi Kontrak N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1857. 4 Pelaksana Lelang N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1858. ) Administrasi Permintaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pembayaran urusan
pertanahan
1859. 6 Pengendalian Konstruksi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1860. 7 Pengawasan Konstruksi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1861. Kelaikan
1862. 1 Kelaikan Rancang Bangun N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Darat urusan
1863. 2 Kelaikan Produksi dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pemeliharaan urusan
1864. 3 Subbidang Kelaikan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Konstruksi Bangunan urusan
1865. 4 Kelaikan Rancang Bangun N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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laut urusan
1866. ) Kelaikan Fasilitas dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Produksi urusan
1867. 9] Kelaikan Pemeliharaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1868. 7 Kelaikan Rancang Bangun N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Udara urusan
1869. 8 Kelaikan Fasilitas dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Produksi urusan
1870. 9 Kelaikan Pemeliharaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1871. 10 | Kelaikan Produksi dan
Pemeliharaan
1872. Kodifikasi
1873. 1 Tata Kelola Perencanaan Unit pelaksana
Administrasi Kodifikasi urusan
pertanahan
1874. 2 Pengembangan Kodifikasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1875. 3 Sistem Informasi Kodifikasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1876. 4 Nomenklatur Operasional N Tk. Eselon Unit pelaksana
Kodifikasi dan Klasifikasi urusan
pertanahan
1877. S Identifikasi dan Kodifikasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1878. 6 Validasi Data Kodifikasi N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
pertanahan
1879. Dukungan Teknis Kodifikasi
1880. 1 Kerja Sama Dukungan N Tk. Eselon Unit pelaksana
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Teknis dan Pelatihan urusan
Kodifikasi pertanahan
1881. 2 Publikasi Katalog Materiil N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Teknis Kodifikasi urusan
1882. 6 Barang Milik Negara
1883. 1 Barang Milik Negara I A N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1884. 2 Barang Milik Negara I B N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1885. 3 Barang Milik Negara I C N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1886. 4 Barang Milik Negara II A N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1887. S Barang Milik Negara II B N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1888. 6 Barang Milik Negara II C N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1889. 7 Barang Milik Negara III A N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1890. 8 Barang Milik Negara III B N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1891. 9 Barang Milik Negara III C N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
PB URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA
1892. PB 1 PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1893. PB 1 Pengurangan Resiko Bencana
1894. PB 1 Pencegahan Pengkajian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Resiko urusan
1895. PB 2 Pencegahan Pengelolaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Resiko urusan
1896. PB 3 Mitigasi Struktur N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1897. PB 4 Mitigasi Non Struktur N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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urusan
1898. PB 2 Pemberdayaan Masyarakat
1899. PB 1 Peran Lembaga Usaha Padat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Modal urusan
1900. PB 2 Peran Lembaga Usaha Padat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Karya urusan
1901. PB 3 Peran Organisasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Internasional urusan
1902. PB 4 Peran Organisasi Sosial N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Masyarakat Nasional urusan
1903. PB S Peran Peningkatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesadaran Masyarakat urusan
1904. PB 6 Peran Peningkatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Ketahanan Masyarakat urusan
1905. PB 3 Kesiapsiagaan
1906. PB 1 Peringatan Pemaduan Sistem N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Jaringan urusan
1907. PB 2 Pemantauan dan Peringatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1908. PB 3 Perencanaan Kebutuhan dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Potensi Sumber Daya urusan
1909. PB 4 Perencanaan Penerapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rencana Strategis urusan
1910. PB S Penyediaan dan Penyiapan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Sumber Daya urusan
1911. PB 6 Penyiapan Pengendalian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Sumber Daya urusan
1912. PB PENANGANAN DARURAT
1913. PB 1 Tanggap Darurat
1914. PB 1 Perencanaan Pendataan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Darurat urusan
1915. PB 2 Perencanaan Operasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
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1916. PB 3 Pengendalian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengorganisasian Pos urusan
Komando
1917. PB 4 Pengendalian Sarana dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Prasarana urusan
1918. PB ) Penyelamatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
19109. PB 6 Evakuasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1920. PB Bantuan Darurat
1921. PB 1 Bantuan Sandang N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1922. PB 2 Bantuan Pangan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1923. PB 3 Bantuan Kesehatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1924. PB 4 Bantuan Air Bersih N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1925. PB S Bantuan Pembangunan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Hunian Sementara urusan
1926. PB 6 Bantuan Pendukung Hunian N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Sementara urusan
1927. PB Perbaikan Darurat
1928. PB 1 Penyiapan Peralatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1929. PB 2 Angkutan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1930. PB 3 Perbaikan Prasarana Sosial N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1931. PB 4 Perbaikan Prasarana N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Ekonomi urusan
1932. PB S Pemantauan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1933. PB 6 Pelaporan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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l l urusan
1934. PB REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
1935. PB 1 Penilaian Kerusakan
1936. PB 1 Inventarisasi Kerusakan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Fisik urusan
1937. PB 2 Inventarisasi Kerusakan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Sosial Ekonomi urusan
1938. PB 3 Estimasi Pembiayaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pembangunan urusan
1939. PB 4 Estimasi Pembiayaan Sosial N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Ekonomi urusan
1940. PB 2 Pemulihan dan Peningkatan Fisik
1941. PB 1 Rehabilitasi Fasilitas Umum N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1942. PB 2 Rekonstruksi Fasilitas N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Umum urusan
1943. PB 3 Rehabilitasi Fasilitas Sosial N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1944. PB 4 Rekonstruksi Fasilitas Sosial N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1945. PB S Rehabilitasi Rekonstruksi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perumahan Berat urusan
1946. PB 6 Rehabilitasi Rekonstruksi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Perumahan Ringan urusan
1947. PB 3 Pemulihan dan Peningkatan
Sosial Ekonomi
1948. PB 1 Pemulihan dan Peningkatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Sosial Budaya urusan
1949. PB 2 Pemulihan dan Peningkatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan urusan
1950. PB 3 Pemulihan Ekonomi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1951. PB 4 Peningkatan Ekonomi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
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urusan
1952. PB 4 Penanganan Pengungsi
1953. PB 1 Perlindungan Pengungsi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1954. PB 2 Pemberdayaan Pengungsi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1955. PB 3 Kompensasi Pengungsi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1956. PB 4 Pengembalian Hak N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengungsi urusan
1957. PB S Pemulangan dan Repatriasi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengungsi urusan
1958. PB 6 Relokasi/Pengalihan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pengungsi urusan
1959. PB LOGISTIK DAN PERALATAN
1960. PB 1 Logistik
1961. PB 1 Inventarisasi Analisis N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kebutuhan urusan
1962. PB 2 Inventarisasi Pengadaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1963. PB 3 Penyimpanan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1964. PB 4 Distribusi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1965. PB 2 Peralatan
1966. PB 1 Inventarisasi Analisis N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kebutuhan urusan
1967. PB 2 Inventarisasi Pengadaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1968. PB 3 Penyimpanan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1969. PB 4 Pemeliharaan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan

194




KODE KLASIFIKASI KEAMANAN DASAR UNIT
No. KLAS, JENIS ARSIP - = = = HAK AKSES | Loor 2 NGAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1970. PB S Pengerahan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1971. PB 9] Distribusi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
KS URUSAN KESEHATAN
1972. KS 1 UPAYA KESEHATAN
1973. KS 1 Upaya Kesehatan Dasar
1974. KS 1 Pelayanan Kedokteran N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Keluarga urusan
1975. KS 2 Praktik Klinis Bagi Dokter di N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Fanyaskes Primer urusan
1976. KS 3 Pelaksanaan Kesehatan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Primer urusan
1977. KS 4 Kesehatan Gigi dan Mulut di N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Puskesmas urusan
1978. KS S Kesehatan Gigi dan Mulut di N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rumah Sakit urusan
1979. KS 6 ICD 10, Destistry & N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Stomatology urusan
1980. KS 7 Infeksi Menular Lewat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Tranfusi Darah urusan
1981. KS 8 Penyakit Mulut di Tingkat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Primer urusan
1982. KS 9 Pembiayaan Darah N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1983. KS 10 | Penggunaan Darah Rasional N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1984. KS 11 | Unit Transfusi Darah, Bank N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Darah Rumah Sakit dan urusan
Jejaring Pelayanan Darah
1985. KS 12 | Pelayanan Kesehatan di N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

Daerah Terpencil, sangat
terpencil dan kepulauan

urusan
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1986. KS 13 | Akreditasi Puskesmas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
1987. KS 14 | Puskesmas Berprestasi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan

1988. KS Upaya Kesehatan Rujukan

1989. KS 1 Pelayanan Kesehatan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rujukan Rumah Sakit urusan
Bergerak, Pratama, Publik,
Priovat dan
Kusus)

1990. KS 2 Pelayanan Kedokteran, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Organisasi Profesi dan urusan
Konsorsium Upaya
Kesehatan (KUK)

1991. KS 3 Pelayanan Rumah Sakit Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Privat (SPGDT Call 119, urusan
Rekayasa Jaringan, Geriartri,
Medical tourism, Hyperbarik)

1992. KS 4 Pelayanan Kesehatan di Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rumah Sakit Khusus dan urusan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lain
(Pelayanan Kanker, Rujukan
Regional dan Pencegahan
Froud)

1993. KS S Pelayanan Kesehatan di Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Rumah Sakit pendidikan urusan
(Keselamatan Pasien,
Jantung dan pembuluh
darah, Ginjal, HIV/AIDS,
Tim Reproduksi Penguatan
Rumah sakit Vertikal dan
PPDSBK))

1994. KS 6 Pelayanan Pasien Jaminan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

Kesehatan (Biaya Klaim )

urusan
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1995.

KS

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Asing dan
Perdagangan Jasa

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan

1996.

KS

Badan Pengawas di Rumah
Sakit

Staff

Tidak beresiko

Unit pelaksana
urusan

1997.

KS

Perizinan dan Penetapan
Kelas Rumah Sakit Kelas A
dan Penanaman Modal
Asing (Usulan penetapan,
Rekomendasi, Profil dan
Data Rumah Sakit, Self
Instrumen Assesment,
Keputusan dan Sertifikat)

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan

1998.

KS

10

Akreditasi Rumah Sakit dan
Fasilitas Kesehatan Lain
(Standar Nasional, Standar
Internasional, Rumah Sakit
Oasca Akreditasi Nasional
dan Surveyor)

Tk. Eselon

Unit pelaksana
urusan

1999.

KS

Keperawatan dan Keteknisian
Medik

2000.

KS

1

Pelayanan Keperawatan
Dasar

2001.

KS

2

Pelayanan Keperawatan
Profesional di Rumah Sakit

2002.

KS

Pelayanan Keperawatan di
Rumah Sakit Umum

2003.

KS

Pelayanan Keperawatan di
Rumah Sakit Khusus

2004.

KS

S

Bina Pelayanan Kebidanan

2005.

KS

6

Bina Pelayanan Keteknisian
Medik dan Keterapian Fisik

2006.

KS

Penunjang Medik dan Sarana
Kesehatan
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2007. KS Mikrobiologi dan Imunologi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(Laboratorium Kesehatan, urusan
Klinik, Puskesmas dan
Moikrobiologi Kultur)

2008. KS Patologi dan Toksikologi Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
(PNPME, Sarana Kesehatan) urusan

2009. KS Radiologi (Pelayanan, dosis Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Radiasi Nasional, urusan
Radioterapi, Telemedicine,
radiologi
Diagnostik, Teleradiologi)

2010. KS Perijinan dan Sertifikasi Tk. Eselon Unit pelaksana

urusan

2011. KS Sarana dan Prasarana Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan (Bangunan urusan
Rumah Sakit Kelas A,B,C,
Ruang Gawat darurat, Ruang
Operasi,Ruang Perawatan
Intensif

2012. KS Peralatan Medis di Fasilitas Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Pelayanan Kesehatan urusan
(Kalibrasi
BPFK/LPFK/UPFK, Rumah
Sakit, Puskesmas,
Pemeliharaan Peralatan
Kesehatan Rumah sakit dan
Puskesmas)

2013. KS Aplikasi Sarana dan Tk. Eselon Tidak beresiko Unit pelaksana
Prasarana Alat Kesehatan urusan
(ASPAK Rumah Sakit,
Puskesmas dan
Dinas Kesehatan
Prov/Kab/Kota)

2014. KS Kesehatan Jiwa
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2015. KS 1 Kesehatan Jiwa di Non Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Fasilitas Pelayanan urusan
Kesehatan (Kesehatan Jiwa,
Kegawatdaruratan dan
Promosi Kesehatan)
2016. KS 2 Bina Kesehatan Jiwa di Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Fasilitas Pelayanan urusan
Kesehatan
2017. KS Etikolegal dan Asesmen
2018. KS 1 Penanggulangan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penelantaran dan urusan
Pemasungan Serta
Penanganan Salah Lainnya
2019. KS 2 Terhadap Orang Dengan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penderita Gangguan Jiwa urusan
2020. KS 3 Visum Et Repertum N Tk. Eselon Unit pelaksana
urusan
2021. KS Pencegahan dan Penanggulangan
Masalah Narkotika Psikotropika
dan Zat Adiktif, Rokok, dan
2022. KS 1 Program Terapi Rumatan Staff Tidak beresiko
Metadon (PTRM)
2023. KS 2 Pencegahan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penanggulangan Masalah urusan
Gangguan Penggunaan
Alkohol
2024. KS 3 Wajib Lapor Pecandu N
Narkotika
2025. KS 4 Pencegahan Masalah Akibat Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Penggunaan Tembakau urusan
2026. KS Kesehatan Jiwa Kelompok
Berisiko
2027. KS 1 Kesehatan Jiwa Di Sekolah Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
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2028. KS 2 Kesehatan Jiwa dan N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Dukungan Psikososial - urusan
Penanggulangan Bencana
2029. KS 3 Penanggulangan Autisme N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
2030. KS 4 Kesehatan Jiwa Pada N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kelompok Berisiko urusan
2031. KS S Psikologi Awal (PFA) Bagi N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Petugas Siaga Bencana urusan
2032. KS PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
2033. KS 1 Surveilans, Imunisasi, Karantina,
dan Kesehatan Matra
2034. KS 1 Surveilans dan Respon N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kejadian Luar Biasa urusan
(KLB)(difteri, polio,
penyelenggaraan kegiatan
survei pre TAS filariasis, sur
eilans influenza, keracunan
pangan)
2035. KS 2 Pekan Imunisasi Nasional N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
2036. KS 3 Coldchain Bagi Petugas N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Imunisasi urusan
2037. KS 4 Introduksi imunisasi DPT- N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
HB-HIB (Pentavalen) pada urusan
bayi
2038. KS S Imunisasi bagi Petugas N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan urusan
2039. KS 6 Imunisasi di Daerah Sulit N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
urusan
2040. KS 7 Imunisasi TT bagi wanita N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
usia subur(WUS) urusan
2041. KS 8 Imunisasi bagi masyarakat N Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
umum urusan
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2042. KS 9 Vaksin dan serum program Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
imunisasi, Pencanangan urusan
vaksin baru DPT-HIB-Hib

2043. KS 10 | Imunisasi Campak, Polio, Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Difteri, TT, DPT, Pertusis, urusan
Tetanus dan HIB B/
Haemophilis
Influenza tipe B

2044. KS 11 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan urusan

2045. KS 12 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan urusan
Pemberian ICV (International
Certivicate
Vaccine)

2046. KS 13 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan Hapus urusan
Serangga dan Hapus Tikus

2047. KS 14 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan Teknis urusan
Pengendalian Resiko
Kesehatan
Lingkungan di
Pelabuhan/Bandara/Pos
Lintas Batas

2048. KS 15 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan urusan
Vaksinasi Meningitis pada
RS,KKP, dan
Poliklinik

2049. KS 16 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

Kesehatan Pelabuhan
Kekarantinaan Kesehatan
dan Upaya

Kesehatan Pelabuhan

urusan
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2050. KS 17 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan Obat urusan
dan P3K Kapal

2051. KS 18 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan urusan
Kesehatan Nakoda/Pilot dan
ABK/Pesawat

2052. KS 19 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan Air urusan
Bersih di Kapal

2053. KS 20 | Karantina Kesehatan dan Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Kesehatan Pelabuhan urusan
Fumigasi di kapal

2054. KS 21 | Kesehatan Matra Mudik Staff Tidak beresiko Unit pelaksana
Sehat urusan

2055. KS 22 | Kesehatan Matra bagi Staff Tidak beresiko 